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Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu
atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam
Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat,
taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 telah selesai di susun.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang
harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang berupaya melakukan berbagai Program dan Kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran

dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam tahun anggaran 2024, masih ditemui
beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun dengan dukungan berbagai pihak
terutama Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan instansi terkait,
semua hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
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Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan

kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
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IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh
karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian
Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi
dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran
strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan serta terciptanya sistem
pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan
meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat
terciptanya Kepemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati

Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil
dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut
dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan
yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
khususnya pada Misi Keenam, yaitu Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman
Tentram Dan Dinamis maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan menetapkan tujuan, yaitu (1) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja
Tinggi (2) Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan Yang Aman, Tentram dan
Dinamis. Tujuan tersebut dijabarkan melalui 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu (1) Terwujudnya
Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah (3)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan
secara Mandiri. Maka, untuk mewujudkan itu semua, ditetapkan Perjanjian Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 yang dapat dilihat target

dan capaiannya secara lengkap pada tabel berikut :
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Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman Tentram dan Dinamis

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN Realisasi % )
NO STRATEGIS INDIKATOR Satuan Target | capaian | Capaian | Predikat
Terwujudnya S Menunggu

. Nilai AKIP :

1. | Pemerintahan Yang Tanpa . Hasil
Akuntabel dan Pgr::r%l;at Satuan A812) A(819) 100,86 Penilaian
Berkinerja SAKIP
Meningkatnya Nilai

2 Kualitas Inovasi Kematangan Tanpa 100 89 89 Sangat

) Satuan Baik
Daerah Inovasi PD
Cakupan
pencegahan Persen | 100% | 100% 100 | Sanoat
atau tangkal Baik
Meningkatnya dini konflik
Partisipasi Cakupan
3 Masyarakat dalam Peningkatan
" | Pembangunan dan | Pendidikan
Menjaga Lingkungan | Wawasan o 0 Sangat
Secara Mandiri Kebangsaan Persen 4% 3% 142.5 Baik
dan
Pendidikan
Politik
, Sangat
Rata-rata Capaian 108,09 Baik

*Nilai LKj tahun 2023

Dari 3 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 4 indikator

kinerja, dimana 3 (tiga) indikator dapat dilaksanakan dengan sangat baik dan 1 indikator

sasaran yang masih dalam proses penilaian yaitu indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.

Evaluasi atas rata-rata data pendukung dan permasalahan pada setiap sasaran

menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa
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dan Politik, untuk merumuskan kembali program dan kegiatan yang benar benar menunjang
secara langsung pencapaian target dan sasaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja diharapakan dapat dijadikan acuan dalam penentuan
kebijakan dimasa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 20 Januari 2025
K tuan Bangsa dan Politik
Q

== Tk. [ (IV/b)
NIP. 19691106 199603 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus

menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja
organisasi/Instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel, untuk itu pada setiap
akhir tahun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya merupakan
bagian pada Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka menyusun
Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur pencapaian target kinerja
yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik tahun 2024. Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
diwujudkan melalui pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang menjadi

tujuan dalam sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyusunan LK] dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disampaikan kepada
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Bupati Pesisir Selatan untuk dikompilasi menjadi LKj Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan
Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara
berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga
entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Dengan adanya Laporan Kinerja (LK]), dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit
organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama
gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan

dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja
dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja (LK]) diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja
(LKj) pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan
target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk
setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya

terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik yang jelas, transparan, dan dapat
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dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/

kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan

penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai sarana
pertanggung jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Tahun
2024 atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian
kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejaun mana visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.

2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai sarana
evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 bagi upaya -upaya perbaikan kinerja di masa

datang.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di
Jalan Rohana Kudus Painan Kecamatan IV Jurai. Gedung kantor dengan kondisi yang
kurang baik dan fasilitas yang masih kurang lengkap. Adapun gedung Kantor Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan Gedung Dinas Lingkungan Hidup yang saat
ini bergabung dengan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu pimpinan daerah
mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:
a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b)

9)

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan Politik daam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar
suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasayarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politikk dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
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Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawabhi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Anggaran dan
Keuangan.
2. Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial
Budaya, Agama membawahi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan;
b.  Kelompok Jabatan Fungsional Sub —Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawabhi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelijen;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub — Substansi Penanganan Konflik.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawabhi:
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Politik Dalam Negeri;

b.  Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur dengan jumlah total
ASN 19 orang dan Non ASN 16 orang per 31 Desember 2024. sebagaimana tergambar
pada tabel 1 berkut:
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Tabel 1. Komposisi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

No JABATAN Jenis Kelamin Jumlah
L P
1 Kepala Badan 1 - 1
2 Sekretaris Badan 1 - 1
3 Kepala Bidang 3 - 3
4 Kepala Sub Bagian - 1 1
9 Jabatan Fungsional - 3 3
6 Penelaah Teknis Kebijakan 6 2 8
7 Pengadministrasian 1 1 2
Perkantoran
8 Non ASN 4 12 16
Total 16 19 35
% terhadap Jumlah Pegawai 4571 | 54,29 100

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2024)

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik

1 berikut:

Komposisi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis
Kelamin

e

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN
PENELAAH TEKNIS KEBUAKAN
JABATAN FUNGSIONAL

KEPLA SUB BAGIAN

KEPALA BIDANG

SEKRETARIS BADAN

KEPALA BADAN

o] 2 4 G 8 10 1z

JENIS KELAMIN PEREMPUAN | IENIS KELAMIN LAKI-LAKI
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Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN
No JABATAN 3 St D3 SLTA JUMLAH
1 | Kepala Badan 1 1
2 | Sekretaris 1 1
3 | Kepala Bidang 3 3
4 | Kepala Sub Bagian 1 1
9 | Jabatan Fungsional 3 3
6 | Penelaah Teknis Kebijakan | 1 6 7
7 Pengadministrasian 3 3
Perkantoran
8 | Non ASN 1 12 3 16
Total 5 24 6 35
% terhadap Jumlah Pegawai | 14.29 | 68.57 17,14 100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2024)

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Badan Kesbangpol yang mana 68.57% sudah berpendidikan Sarjana (Strata 1) dan
17,14% lagi berpendidikan SLTA sederajat. Untuk pegawai yang berpendidikan SLTA
sederajat perlu adanya pengarahan untuk pengembangan karir yang lebih baik seperti
diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai

berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan pada grafik 2 berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NON ASN [
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN
PENELAAH TEKNIS KEBUAKAN [
JABATAN FUNGSIONAL
KEPLA SUB BAGIAN [N
KEPALA BIDANG
SEKRETARIS BADAN [N
KEPALA BADAN [N
0

2 4 (5] 8 10 12 14 16 18

B KUALIFIKASI PENDIDIKAN 52 KUALIFIKASI PENDIDIKAN 51
KUALIFIKASI PENDIDIKAN D3 KUALIFIKASI PENDIDIKAN SLTA
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Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN JUMLA

NO JABATAN i T m v H
1 | Kepala Badan - - - 1 1
2 | Sekretaris - - - 1 1
3 | Kepala Bidang - - 2 1 3
4 | Kepala Sub Bagian - - 1 - 1
5 | Jabatan Fungsional - - 3 - 3
6 | Penelaah Teknis Kebijakan - - 6 1 7
7 | Pengadministrasian Perkantoran | - 2 1 - 3
TOTAL - 2 13 4 19

% terhadap Jumlah Pegawai ) 1%’5 6842 21,05 100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2024)

Sebagaimana diuraikan tabel diatas, tercatat 68,42% Pegawai Badan Kesbangpol
sudah golongan lll, secara grafik komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada

grafik 3 berikut ini

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
JABATAN FUNGSIONAL

KEPLA SUB BAGIAN

KEPALA BIDANG

SEKRETARIS BADAN

KEPALA BADAN

0 1 2 3 4 5 6 7 8

B GOLONGAN | GOLONGAN Il GOLONGAN 11l GOLONGAN IV
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Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Masing-Masing Bidang

Tahun 2024
No. Bidang Jumlah Persentase
1. | Sekretariat 7 36,84%
2. | Bidang ldeologi wawasan 4 21,05%
Kebangsaan, Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama
3. | Bidang Politik Dalam Negeri 4 21,05%
dan Organisasi
Kemasyarakatan
4. | Bidang Kewaspadaan Nasional 4 21,05%
dan Penanganan Konflik
Jumlah 19 100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2024)

Berdasarkan uraian tabel diatas tercatat 36,84% pegawai berada di Sekretariat,

sedangkan jumlah pegawai pada masing masing bidang memiliki persentase 21,05%.

secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan pada masing-masing bidang

tahun 2024 disajikan pada grafik 4 berikut ini :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Masing-
Masing Bidang pada Tahun 2024

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

SEKRETARIAT

BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, _
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

o

1 2 3

-
5]
(=3}
=~

W Jumlah
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Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok,

fungsi, tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN
EEPEGAWAIAN

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN
EKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN
AGAMA

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DAN/ATAU PELAKSANA

KELOMPOE JABATAN FUNGSIONAL
DAN/ATAU PELAKSANA

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

KELOMPOE JABATAN FUNGSIONAL
DAN/ATAU PELAKSANA

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DAN/ATAU PELAKSANA
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1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA
Isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten

Pesisir Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Meminimalkan terjadinya konflik.

Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat
baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik
keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan
dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam. Selain itu juga akan diupayakan
penguatan kerukunan antar umat beragama dan penganut aliran-aliran kepercayaan

dalam menjaga ketahanan bangsa;

2. Memperkuat karakter kebangsaan.
Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran
kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta pembangunan karakter bagi

masyarakat;

3. Optimalisasi pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.

Koordinasi antar Lembaga diperintah daerah, penegak hukum serta tokoh-tokoh
masyarakat perlu untuk dioptimalkan guna mencegah merebaknya penyakit masyarakat
dan kebakalan remaja, termasuk didalamnya pencegahan penyelahgunaan narkoba,

minuman keras, tawuran, perjudian serta pelecehan seksual;

4. Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditengah masyarakat maka perlu
dilakukan optimalisasi pendidikan politikk masyarakat untuk membangun etika dan moral
politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. Selain itu, penguatan peran partai politik
dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.
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5. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi.

Pemantapan implementasi reformasi birokrasi, pada hakekatnya adalah upaya
untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan meningkatnya
kualitas penyelenggaraan pemerintah, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pokok perhatian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas pokok

dan fungsinya antara lain:

1. Mulai melunturnya/ menurunnya jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan pada
generasi muda yang disebabkan oleh:
a. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya
bangsa dan Pancasila;
b. Terjadinya globalisasi dan digitalisasi;
c. Munculnya bibit-bibit fanatisme dan radikalisme;
d. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa.
2. Masih tingginya kasus kenakalan remaja dan penyakit masyarakat yang disebabkan
oleh:
a. Masih rendahnya pencegahan penyakit masyarakat;
b. Masih rendahnya pengawasan penyakit masyarakat;
c. Masih terbatasnya kemampuan dalam membatasi peredaran dan penyalahgunaan
narkoba;

d. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
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3. Masih adanya potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama yang
disebabkan oleh:
a. Masih rendahnya tingkat penyelenggaraan penguatan kerukunan umat beragama;
b. Munculnya aliran-aliran kepercayaan baru;
c. Belum terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama.
4. Masih banyaknya potensi konflik di tengah masyarakat yang dipicu oleh:
a. Belum optimalnya peran tim dan forum strategis daerah dalam mencegah dan
menaggani konflik;
b. Belum akuratnya data potensi konflik.
5. Masih rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh:
a.  Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberian hak suara;
b.  Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
c. Masih rendahnya pengawasan terhadap partai politik;
d.  Belum optimalnya peran ormas dan LSM dalam pembangunan.
1.5 LANDASAN HUKUM
Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politikk Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
antara lain :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
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5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

9.  Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 182 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan
membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa
terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai
penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan
analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang
tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target
kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian
Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2024 adalah sebagai berikut:
14
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BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar
hukum, gambaran umum Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan dan sistematika penyajian.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar  perjanjian  kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis
dan capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang
ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Realisasi Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
untuk mewujudkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
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Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Saran

Berisikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang

akan datang untuk peningkatan kinerja.
LAMPIRAN
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

21 RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pesisir Selatan 2021 — 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar
memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan
dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).

2.1.1VISI
Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu

yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

adalah Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat

didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional. Penjabaran Visi tersebut

adalah :

Sejahtera . Mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi
semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang
diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita

penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka
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kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Maju . Mengandung makna membangun daerah yang dilandasi
keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi,
sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung
sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadapan
tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke

depan.

Bermartabat : Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi
pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASBK (Adat
Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah)

Akuntabel . Mengandung makna tanggungjawab yang bersifat obyektif
dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjelaskan  kinerja atas tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki
hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Profesional . Mengandung makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan
yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efisien) dan Bersih

(bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

21.2 MISI
Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk
MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
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BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL dilaksanakan melalui 6 ( enam ) Misi yaitu :
1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan
unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang
nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya
manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

6. Mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mendukung misi
ke-6 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilin yaitu Mewujudkan Masyarakat
Yang Aman, Tentram dan Dinamis dengan tujuan terciptanya kondisi masyarakat Pesisir

Selatan yang aman tentram dan dinamis.

2.1.3 Misi. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat

pada Tabel 5 berikut ini :
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w | Badan Kesatuan Bangsa dawn Politik

Tabel 5. Misi, Tujuan dan Sasaran
Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke

. Indikator
Tujuan/ Tujuan/
Sasaran Sasaran 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(€)) (4) (5) (6) (7) C)) 9 (@0
1 Misi 1: Tujuan 1. Indikator
Memperkuat Terwujudnya tujuan 1: 68,42 69,92 71,42 | 72,92 | 74,42 | 75,95
Tatakelola Reformasi Indeks
Pemerintahan Birokrasi yang | Reformasi
yang Bersih, Berkinerja Birokrasi
Efektif, Tinggi
Demokratis
dan
Transparan Sasaran 1: Indikator
Terwujudnya Sasaran 1:
Pemerintahan | - Nilai RB N/A N/A B B B B
yang Perangkat (65) (65) (65) (65)
Akuntabel dan Daerah
Berkinerja
- Nilai AKIP BB BB A A A A
Perangkat (71.8) (72) (81) | (81.2) | (81.5) | (82)
Daerah
Sasaran 2 : Indikator
Meningkatnya | Sasaran 2: N/A 100 100 100 100 100
Kualitas Nilai
Inovasi Daerah | Kematangan
Inovasi PD
2 | Misi 6: Tujuan 2 : Indikator
Mewujudkan Terciptanya tujuan 2: BB BB (72) BB BB BB BB
Kondisi Kondisi Indeks (71,8) (72,1) | (72,3) | (72,5) | (73)
Masyarakat Masyarakat Kebahagiaan
yang Pesisir Selatan | Masyarakat
Aman, yang Aman,
Tentram dan Tentram dan
Dinamis Dinamis
Sasaran 3 : Indikator
Meningkatnya | sasaran 3:
Partisipasi - Cakupan
Masyarakat pencegaha 80% 80% 80% | 80% | 100% | 100%
dalam n atau
Pembangunan tangkal
dan Menjaga dini konflik
Lingkungan
Secara Mandiri | - Cakupan
Peningkat N/A N/A 30% 30% 35% 35%
an
Pendidikan
wawasan
kebangsaa
n dan
Pendidikan
Politik
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan
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2.2 RENCANA KINERJA

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2024, merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
daerah (RPJMD) dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusuna RKPD dan
dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis
operasional. Target kinerja tahun 2024 berbeda dengan target yang ada pada Renstra hal
ini dikarenakan adanya penetapan target melalui harmonisasi dengan Bapedalitbang pada
tanggal 24 Januari 2024. Rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Tahun
2024 dapat dilihat pada tabel 6 berkut:

Tabel 6. Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

: Sasaran : .
No. Tujuan Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1. | Terwujudnya Terwujudnya Nilai AKIP Perangkat A (81,2)
Reformasi Pemerintahan Daerah
Birokrasi yang Yang Akuntabel
Berkinerja Tinggi | dan Berkinerja
Meningkatnya - :
Kualitas Inovasi Nilai Kematangan Inovasi 100
Perangkat Daerah
Daerah
2. , Meningkatnya Cakupan Pencegahan o
Ez;CAEtianya Partisipasi atau Tangkal Dini Konflik 100%
Masyarakat dalam
Masyarakat ,
e Pembangunan Cakupan Peningkatan
Pesisir Selatan ; s
dan Menjaga Pendidikan Wawasan 0
Yang Aman, . 40%
Tentram dan Lingkungan Kebangsaan dan
Dinami Secara Pendidikan Politik
inamis .
Mandiri

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode
SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound atau spesifik,

terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode SMART ini
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merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan
untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Analisis Situasi

Pahami kondisi saat ini dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, termasuk sumber
daya yang ada, tantangan, dan peluang.
2. Penetapan Tujuan

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan
membimbing penetapan target.
3. Tujuan Strategis

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
4. Indikator Kinerja

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur
pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.
5. Target Spesifik

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.
6. Rencana Aksi

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk
mencapai target tersebut.
7. Monitoring dan Evaluasi

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan

penyesuaian jika diperlukan
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Tabel 7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

INDIKATOR
NO SASARAN KINERJA PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN SATUAN PROGRAM
UTAMA
(1) 2 €) 4 ©) (6)
Terwujudnya .
Pemerintahan Nilai AKIP Program Penunjang
. - Tanpa Urusan Pemerintahan
1. | yang Perangkat Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Satuan | Daerah
Akuntabel dan Daerah
o Kabupaten/Kota
Berkinerja
. Nilai Program Penunjang
Meningkatnya . - . Lo . .
. Kematangan | Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi Tanpa Urusan Pemerintahan
2. | Kualitas X e
Inovasi Daerah Inovasi pada aplikasi IGA Satuan | Daerah
PD Kabupaten/Kota
5" potensi konfiik Program Peningkatan
. Kewaspadaan
Cakupan yang terdeteksi, terbahas dan .
. Nasional dan
pencegahan tertangani dalam rakor . .
- % Peningkatan Kualitas
atau tangkal kewaspadaan dini masyarakat g
. . X 100% dan Fasilitasi
dini konflik (KDM) .
_2konflik ang dilaporkan Penanganan Konflik
yang diap Sosial
. - Program
I\P/I:rr;igggnya Penguatan Ideologi
P X 100% Pancasila dan
Masyarakat dalam
Karakter
Pembangunan dan
3. . Cakupan Kebangsaan,;
Menjaga .
Linakunaan Peningkatan > Kelompok masyarakat yang - Program
grung Pendidikan mendapatkan Pendidikan Wawasan Pembinaan dan
Secara . o
Mandiri wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik % Pengembangan;
kebangsaan > Kelompok masyarakat Sasaran ° - Ketahanan
dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Ekonomi, Sosial,
Pendidikan dan Pendidikan Politik dan Budaya;
Politik - Program
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan.

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mengacu kepada sasaran strategis. Disini disajikan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Tahun 2024. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2024 meliputi

3 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui
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indikator kinerja beserta targetnya. Berdasarkan target yang ada pada Renstra sasaran
strategis, indikator kinerja dan target pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Terwujudnya Nilai RB Perangkat Daerah B (65)
1. | Pemerintahan Yang

Akuntabel dan Berkinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah A (81,2)

9 Meningkatnya Kualitas Nilai Kematangan Inovasi 100
" | Inovasi Daerah Perangkat Daerah
: . Cakupan Pencegahan atau 0
Terciptanya Kon.d|l3| Tangkal Dini Konflik 80%
Masyarakat Pesisir .
Cakupan Peningkatan

Selatan yang Aman, e
3. Pendidikan Wawasan 0

Tentram dan - 30%

Dinami Kebangsaan dan Pendidikan

namis Politik

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Berdasarkan harmonisasi dengan Bapedalitbang pada tanggal 24 Januari 2024
terjadi perubahan target pada perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja Nilai
RB Perangkat Daerah B (65) tidak lagi menjadi target OPD melainkan merupakan target
Pemda Kabupaten Pesisir Selatan sehingga untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak
dicantumkan lagi di Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kestuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan. Target indikator kinerja Cakupan Pencegahan atau Tangkal
Dini Konflik pada Renstra untuk tahun 2024 adalah 80%, namun pada Perjanjian kinerja
indikator kinerjanya berubah menjadi 100%, hal dikarenakan di tahun 2023 capaian kinerja
sasaran ini sudah melebihi target sehingga sesuai kesapakatan melalui harmonisasi taget
perjanjian kinerja dengan Bapedalitbang untuk taget indikator Cakupan Pencegahan atau
Tangkal Dini Konflik di tahun 2024 berubah menjadi 100%. Begitu juga untuk target
indikator kinerja Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan
Pendidikan Politik berubah dari taget pada Renstra 30% melalui harmonisasi didapatkan

target pada perjanjian kinerja tahun 2024 menjadi 40%, hal ini dikarenakan capaian kinerja
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untuk indikator Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan

Politik pada tahun 2023 melebihi taget kinerja, maka perjanian kinerja Badan Kesatuan

-

Kabupaten Pesisir Selatan

B Badawn Kesatuan Bangsa dan Politik

Bangsa dan Politik tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terwujudnya

1. | Pemerintahan Yang Nilai AKIP Perangkat Daerah A (81,2)
Akuntabel dan Berkinerja

9 Meningkatnya Kualitas Nilai Kematangan Inovasi 100

" | Inovasi Daerah Perangkat Daerah

Terciptanya Kon.di.si (T::ri:;E:InDTr?in}gsngitan atau 100%
g;:i’:;ak::‘ PZ?:E:] Cakupan Peningkatan

3, yang Aman, Pendidikan Wawasan .
Tentram dan - 40%
Dinami Kebangsaan dan Pendidikan

namis Politik

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 (tiga) sasaran
strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis | “Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja”
dengan indikator kinerja “Nilai Akip Perangkat Daerah” dengan target “A (81,2)".

2. Sasaran Strategis Il “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” dengan indikator kinerja
“Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah” dengan target “100”.

3. Sasaran Strategis Ill “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan 2 (dua)
indikator kinerja, yaitu: 1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik (target:
100%), 2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan
Politik (target: 40%).

Di bawah ini merupakan tabel program, indikator kinerja target serta anggran pada

perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.
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Tabel 10. Program dan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No. Program Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Program Penunjang
1. | Urusan Pemerintahan Nilai AKIP Perangkat A(812) Rp3.347.099.428, -
Daerah Kabupaten/Kota | Daerah ’
Program Penunjang Nilai Kematangan
2. | Urusan Pemerintahan Inovasi Perangkat 100 Rp2.000.000,-
Daerah Kabupaten/Kota | Daerah
- Program Penguatan Cakupan Pencegahan
Ideologi Pancasila dan | atau Tangkal Dini 100% 74.587.950,-
Karakter Kebangsaan; | -Konflik
- Program Pembinaan
dan Pengembangan;
- Ketahanan Ekonomi, Cakupan Peningkatan
3. Sosial, dan Budaya; T
- Program Egggf&g’;r‘]’\ﬁ“a” 40% 50.764.343.746 -
Pemberdayaan dan | pendidikan Politik
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan.
Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan
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BAB Il
AKUNTARBILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir  Selatan untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja
ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Penilaian Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja
kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang
digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja
dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran
dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target
indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran
strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang
berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
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Realisasi

Capaian Indikator Kinerja= T X 100%

arget

2. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin rendah,
atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka

digunakan rumus sebagai berikut :

(2 x Target)— Realisasi

Capaian Indikator Kinerja= X 100%

Target

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan
keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian
keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 11 dibawah ini :

Tabel 11. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No Klasifikasi Penilaian Predikat
1 85% - 100% Sangat Baik
2 69% - 84% Baik
3 53% - 68% Cukup
4 <53% Gagal

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA
Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 12 di bawah ini.
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Tabel 12. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Misi/ Tujuan /Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Satuan TARGET REALISASI | % CAPAIAN

(1).Terwujudnya -
Pemerintahan Yang ggaem(lp Perangkat |y ioasatuan | A@B12) | *A(@819) 100,86
Akuntabel dan Berkinerja
: : Nilai Kematangan
(2).Meningkatnya Kualitas )
Inovasi Daerah B:Zfasr: Perangkat Tanpa satuan 100 89 89

, Cakupan Pencegahan
(3)- Meningkatnya atau tangkal dini konflik FErEE o 1o iy
Partisipasi Masyarakat
Dalalm Pembangunan dan Cakupan Peningkatan
Menjaga Lingkungan Pendidikan Wawasan
Secara Mandiri Kebangsaan dan Persen 40 57 142,5

Pendidikan Poltik
Rata rata Capaian 108,09

*) Penilaian LKj Tahun 2023
Sumber : Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan

Dari tabel di atas dapat dilihat ada 4 (empat) indikator dan target kinerja perjanjian
kinerja tahun 2024 berbeda dengan target pada Renstra hal ini dikarenakan adanya
penetapan target melalui harmonisasi dengan Bapedalitbang. Target kinerja yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu
(1) Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target A (81,2) dengan realisasi tahun 2023 A
(81.9) dengan tingkat capaian 100,86% (2). Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
dengan target 100 dan terealisasi 89 dengan tingkat capaian 89% (3). Cakupan
pencegahan atau tangkal dini konflik dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan
tingkat capaian 100% (4). Cakupan peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan
pendidikan politik dengan target 40% dan teralisasi 57% dengan tingkat capaian 142,5%.

Berdasarkan penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
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sasaran strategis dan capaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun
2017 maka untuk capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan nilai A (81,9)
atau sebesar 100,86% dengan predikat memuaskan. Capaian indikator Nilai
Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan nilai 89 atau sebesar 89% dengan
predikat sangat inovatif. Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan realisasi
100% atau sebesar 100% dengan predikat sangat baik. Cakupan peningkatan
Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik dengan realisasi 57% atau
sebesar 142,5% dengan predikat sangat baik. Rata rata capaian kinerja 4 (empat)
indiaktor kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah 108,09 dengan
predikat sangat baik.

3.3CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Misi 1 dan
Misi 6 dengan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator. Untuk lebih jelasnya berikut
disampaikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024,
Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1
(satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada
Tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No. Indikator Kinerja Satuan | TARGET | REALISASI % CAPAIAN
Nilai AKIP Perangkat Tanpa *
1. Daerah Satuan A(81,2) A (81.9) 100,86
Rata- Rata Capaian 100,86 |

Sumber : Nilai AKIP tahun 2023 Subbag Program, Anggaran dan Keuangan
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Sasaran strategis (1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan
Berkinerja merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di
setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja
adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien
terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran
strategis meningkatnya tata kelola organisasi ini ditetapkan indikator kinerja (1) Nilai AKIP
Perangkat Daerah yang mana adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan. Dari tabel 12 dapat dilihat target indikator kinerja nilai evaluasi
akuntabilitas kinerja adalah A (81,2) dengan realisasi A (81.9) maka tingkat capaiannya
100,86%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja
‘memuaskan”. Keberhasilan sasaran 1 didukung oleh 1 (satu) Program dengan 8
(delapan) Kegiatan dengan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

a
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

o

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

o

Fasilitasi Kunjungan Tamu
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e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsumltasi SKPD
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 14 dibawah ini :
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Tabel 14. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Target Realisasi Capaian (%)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

Terwujudnya
Pemerintahan Yang
Akuntabel dan Berkinerja

*) Penilaian LKj Tahun 2023
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Secara grafik 5 perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2024 disajikan
pada grafik di bawah ini :

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai
AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021s/d 2024

80
78
76
74
72
70
68
66

2021 2022 2023 2024

W Target mRealisasi
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Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabiltas kinerja diharuskan
bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan
dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
secara periodik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan
lebih lanjut tentang laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (discosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2021
dengan nilai 77.14 (BB) dengan predikat “sangat baik“ mengalami kenaikan menjadi 80.26
(A) di tahun 2022 dengan predikat “memuaskan”, di tahun 2023 nilai evaluasi akuntabilitas
kinerja meningkat menjasi 81.9 (A) dengan predikat “memuaskan”, walaupun berdasarkan
angka mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil,
karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah

34
Laporan Kinerja Tahun 2024



B Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
I'H‘ Kabupaten Pesisly Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan di laksanakan terhadap 4 (empat ) komponen dasar manajemen
kinerja yaitu (1) perencanaan kinerja (2) pengukuran kinerja (3) pelaporan kinerja (4) evaluasi
akuntabilitas kinerja internal.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya peningkatan nilai AKIP terjadi karena
peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan telah mengupayakan hal-hal berikut ini

a. Menyusun dan mempublikasikan semuan dokumen perencanaan kinerja diantaranya
Renstra, IKU, Renja, RKT, PK, Rencana Aksi dan Perencanaan Anggaran (DPA).

b. Melakukan pengukuran Kinerja secara berkala dengan melibatkan pimpinan.

c. Menyusun laporan kinerja tepat waktu dengan mempedomani aturan yang berlaku.

d. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala melalui rapat-rapat monitoring
dan evaluasi dengan mengacu pada SOP yang ditetapkan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah yang Tedapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi

Dalam penetapan target pada Renstra dan Perjanjian Kinerja, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik beserta Tim Bapadalitbang menyepakati target yang akan dicapai oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempedomani Rasionalisasi RPJMD,
Renstra dan target capaian tahun sebelumnya, maka didapatkan target rasionalisasi
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis | dengan Target
dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Keterangan
: Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2024
pada Renstra
1. Terwujudnya Nilai AKIP *A (81.9) A(81.2) * Merupakan Nilai AKIP 2023 Untuk

Pemerintahan Yang | Perangkat Nilai AKIP 2024 masih dalam proses
Akuntabel dan Daerah
Berkinerja

*) Penilaian LKj Tahun 2023
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

35
Laporan Kinerja Tahun 2024



gEi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada sasaran | dengan
indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah melebihi target dengan capaian kinerja
100.86%, nilai AKIP yang disajikan merupakan nilai AKIP tahun 2023 karena nilai AKIP
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 belum bisa kami sampaikan karena nilai
LKj baru bisa didapat sekitar bulan Maret setelah laporan ini kami sampaikan ke
Inspektorat Daerah.

Berdasarkan kajian rasionalisasi target Resntra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 maka target tahun 2024, penilaian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 81,2 (A). Nilai AKIP Badan Kesatuan
Bangsa dan politk Pesisir Selatan Tahun 2024 masih dalam proses evaluasi oleh
inspektorat, maka berdasarkan hasil AKIP tahun 2023 nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa

adalah 81,9 (A) artinya nilai ini sudah melebihi target rasionalisasi Resntra yaitu 81,2 (A).

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan
Nasional
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80),
B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel 16
berikut :
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Tabel 16. 7 Kategori Penilaian Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Sasaran

Strategis | Instansi Pemerintah

No. | Kategori | Nilai Interpretasi
Angka

1. AA >90-100 | Sangat Memuaskan

2. A >80-90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan
sangat akuntabel

3. BB >70-80 | Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen Kinerja andal

4. B >60-70 | Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem
yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu
sedikit perbaikan

S CC >50-60 | Cukup (Memadai), kuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat
kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
memproduksi informasi  kinerja untuk pertanggung
jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

6 C >30-50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak
perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

7 D >0-30 | Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu
banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat
mendasar

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015

Jika dibandingkan dengan standar nasional, nilai evaluasi laporan akuntabilitas

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023

memperoleh nilai A (>80-90). Dengan kata lain, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan memuaskan artinya

memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja atau hasil suatu wilayah

dengan wilayah lain. Benchmarking dapat dilakukan antar provinsi atau antar wilayah yang

lebih dari satu. Di bawah ini adalah tabel perbandingan nilai AKIP Kabupaten Pesisir

Selatan dengan beberapa wilayah lain:

Laporan Kinerja Tahun 2024
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Tabel 17. Benchmarking Nilai AKIP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupeten/Kota

Lain
No. Kabupaten/ Kota Nilai AKIP Kategori
1. | Provinsi Sumatera Barat A (81,13) Memuaskan
2. | Kabupaten Pesisir Selatan *A 81,9 Memuaskan
3. | Kota Bukittinggi *B 69,90 Baik
4. | Kota Pekanbaru *B 60,25 Baik

*) Penilaian LKj Tahun 2023
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kota
Bukittinggi dan https://esakip.pekanbaru.go.id/download/lhe/2023/42.KESBANGPOL.pdf.

Benchmarking AKIP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupeten/Kota Lain

dapat diterjemahkan pada grafik 6 berikut:

Nilai AKIP
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Provinsi Sumatera Kabupaten Pesisir Kota Bukittinggi Kota Pekanbaru
Barat Selatan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi
yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah

sebagai berikut:
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a. Perencanaan Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan
menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas:
1) Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan
Indikator Kinerja Utama (IKU);
2) Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan
(RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
3) Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
4) Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada
website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan vyaitu

kesbangpol.pesisirselatankab.go.id dengan tampilan sebagai berikut :

C % kesbangpol pesisirselatankab.go.id/download &

JEADLINE NEWS v E K N N PE K A 1 v

PROFIL | PELAYANAN  BERITA  GALERF  PENGUMUMAN  PPID = KONTAKKAMI = LOGIN

| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

-‘ o

Daftar File Download

Gambar 2. Upload Dokumen Peren&c;é)hwé{;r; Klnerja di Website Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PESISIR

SELATAN Vm
1

PESISIA SELATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
REVISI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PESISIR
SELATAN

i
A 3 TAHUN ANGGARAN 2024
a—-r o -

Gambar 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2024
b. Pengukuran Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis operasional organisasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan reward terhadap
kinerja perangkat daerah Tahun 2023 yang diserahkan pada awal Tahun 2024. Pada
Gambar 4 di bawah dapat dilihat penyerahan sertifikat Atas Capaian Kinerja Pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2023 kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Pesisir Selatan.oleh Ibu Asisten IlI.
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PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

SERTIFIKAT

NOMOR : 03/P2EPD/BAPEDALITBANG/2024
DIBERIKAN KEPADA :
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Terbaik III
Atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Painan, 17 Mel 2024
Bupati Pesisir Selatan

Gambar 4. Pemberian Reward kepada Capaian Kinerja Perangkat
Daerah oleh Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
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c. Pelaporan Kinerja

Untuk mengoptimalkan penyusunan laporan kinerja dan menyamakan sistematika
penulisan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan asistensi
penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Setelah
laporan kinerja disusun sesuai dengan sistematika penulisan, selanjutnya laporan kinerja
direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumentasi dapat dilihat

pada gambar 5 di bawah ini.

Gambar 5. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi
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INSPEKTORAT DAERAH
in. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

ﬁ PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
J

Laman : https://inspekda. pesisirselatankab.go idPos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id
LK)
LAPORAN KINERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK g
KABUPATEN PESISIR SELATAN INSTANS! PEMERINTAH TAHUN 2023
PADA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor :700.1.2.1/700/Insp-PS/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

u TAHUN 2023

— _am

Gambar 6. Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2023

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan
rapat evaluasi kinerja triwulan |, II, [l dan IV tahun 2024. Evaluasi kinerja didukung oleh

dukumentasi sebagai berikut:
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Gambar 7. Dokumentasi Rapat Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan
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Setelah dilakukan rapat evaluasi kinerja triwulan | tahun 2024, maka dapat
disimpulkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan | tahun
2024 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran I: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan
indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dari sasaran | didapatkan nilai capaian kinerja
A (81,9). Maka capaian kinerja sasaran | untuk triwulan | adalah 100,86%.

b. Sasaran Il: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator: Nilai Kematangan
Inovasi PD. Dari sasaran Il didapatkan nilai capaian kinerja 0. Maka capaian kinerja
sasaran Il untuk triwulan | adalah 0%. Kesbangpol Belum dapat Melaksanakan
Pengentrian IGA, karena Aplikasi IGA Belum di Buka.

c. Sasaran lll: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga
Lingkungan Secara Mandiri, dengan indikator:

1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik. Dari sasaran Il indikator |
didapatkan nilai capaian kinerja 0%. Maka capaian kinerja sasaran lll indikator |

untuk triwulan | adalah 0%.

2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik.

Dari sasaran Il indikator | didapatkan nilai capaian kinerja 0%. Maka capaian

kinerja sasaran Ill indikator Il untuk triwulan | adalah 0%.

Setelah dilakukan rapat evaluasi kinerja triwulan Il tahun 2024, maka dapat
disimpulkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan Il tahun
2024 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran I: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan
indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dari sasaran | didapatkan nilai capaian kinerja
A (81,9). Maka capaian kinerja sasaran | untuk triwulan |l adalah 100,86%.

b. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator: Nilai
Kematangan Inovasi PD. Dari sasaran |l didapatkan nilai capaian kinerja 37. Maka

capaian kinerja sasaran Il untuk triwulan |l adalah 37%.
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c. Sasaran lll: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga
Lingkungan Secara Mandiri, dengan indikator:
1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik. Dari sasaran Il indikator |
didapatkan nilai capaian kinerja 100%. Maka capaian kinerja sasaran Ill indikator |
untuk triwulan Il adalah 100%.
2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik.
Dari sasaran Il indikator | didapatkan nilai capaian kinerja 0%. Maka capaian

kinerja sasaran Ill indikator Il untuk triwulan |l adalah 0%.

Setelah dilakukan rapat evaluasi kinerja triwulan Il tahun 2024, maka dapat
disimpulkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan Il tahun
2024 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran I: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan
indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dari sasaran | didapatkan nilai capaian kinerja
A (81,9). Maka capaian kinerja sasaran | untuk triwulan 1l adalah 100,86%.

b. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator: Nilai
Kematangan Inovasi PD. Dari sasaran |l didapatkan nilai capaian kinerja 89. Maka
capaian kinerja sasaran Il untuk triwulan |1l adalah 89%.

c. Sasaran lll: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga
Lingkungan Secara Mandiri, dengan indikator:

1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik. Dari sasaran Il indikator |
didapatkan nilai capaian kinerja 100%. Maka capaian kinerja sasaran lll indikator |
untuk triwulan lll adalah 100%.

2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik.
Dari sasaran Il indikator | didapatkan nilai capaian kinerja 0%. Maka capaian
kinerja sasaran I indikator Il untuk triwulan Il adalah 0%. Pencairan dana hibah
baru dilaksanakan akhir Juni 2024 maka untuk pelaksanaan pendidikan politik baru
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akan dimulai setelahnya, sampai saat ini belum terlaksana dikarenakan peralihan

Anggota Dewan dan Pengurus Partai Politik.

Setelah dilakukan rapat evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2024, maka dapat
disimpulkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan [V tahun
2024 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran I: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan
indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dari sasaran | didapatkan nilai capaian kinerja
A (81,9). Maka capaian kinerja sasaran | untuk triwulan IV adalah 100,86%.

b. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator: Nilai
Kematangan Inovasi PD. Dari sasaran |l didapatkan nilai capaian kinerja 89. Maka
capaian kinerja sasaran Il untuk triwulan IV adalah 89%.

c. Sasaran lll: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga
Lingkungan Secara Mandiri, dengan indikator:

1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik. Dari sasaran Il indikator |
didapatkan nilai capaian kinerja 100%. Maka capaian kinerja sasaran Ill indikator |

untuk triwulan IV adalah 100%.

2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik.

Dari sasaran Il indikator | didapatkan nilai capaian kinerja 57%. Maka capaian

kinerja sasaran Ill indikator Il untuk triwulan IV adalah 142,5%.

Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kami bagikan di media sosial dan
Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabiupaten Pesisir Selatan

sebagai berikut:
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1. Instagram

= ! kesbangpolkabpessel Follow  +++

y ~
2 15 posts 91 followers 89 following
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.PESSEL
JL Rohana Kudus Painan
Kabupaten Pesisir Selata

n
@ kesbangpol pesisirselatankab.go.id

Gambar 8. Instagram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

2. Youtube

Kesbangpol Pessel

; '} @KesbangpolPessel - 3 video

i NG

Selengkapnya tentang channel ini ...selengkapnya

)
BerAKHLAK .

e-Rekomplit (Elektonik ¢ SIMANTAP PESSEL (Sistem :  SIMANTAP PESSEL
Rekomendasi Penelitian) Badan... Informasi Keamanan, Ketentraman... 6 x ditonton - 1 tahun yang lalu
7 x ditonton - 6 bulan yang lalu 11 x ditonton -+ 1 tahun yang lalu

Gambar 9. Youtube Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
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3. Website

® PPID @ Kontak Kami ® LOGIN

m’BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Gambar 10. Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, Badan
Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 1 Program dengan
7 kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari
APBD-P Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar Rp3.658.041.708,- Pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan efektif mencapai sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja. Rincian anggaran dan
realisasi anggaran pendukung sasaran | dapat dilihat pada tabel 18 berikut:

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Anggran Program Pendukung Sasaran Strategis |

. Target . et .
Indikator . . | Capaian Realisasi Capaian
No Sasaran Kinerja T;Jizlzn Realisasi (%) Program Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Terwujudnya Nilai AKIP A(812) | A(819) 100,86 | Program 3.658.041.709 3.347.099.428 91,50
Pemerintahan Perangkat Penunjang
yang Akuntabel | Daerah Urusan
dan Berkinerja Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

*) Penilaian LKj Tahun 2023
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan
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Dari jumlah anggaran sebesar Rp3.658.041.709,- terealisasi sebesar
Rp3.347.099.428,- atau 91,50%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran |
terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp310.942.281,- (8,5%).

Tingkat efisiensi sasaran | Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan
Berkinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 214/PMK.02/2017
sebagai berikut:

(PAx CK) —RA
(PAx CK)

e g (3:658.041.709 x 100,86%) — 3.347.099.428
ingkat Ef isiensi = (3.658.041.709 x 100,86%)

e 3.689.500.867,7 - 3347.099.428
ingkat Efistenst = 3.689.500.867.7

3424014397
3.689.500.867.7

Tingkat Efisiensi = 9,28%

x100%

Tingkat Efisiensi =

x100%

x100%

00%

Tingkat Efisiensi =

e . tingkat efisiensi
Nilai Efisiensi = 50% + >0 x 50
9,28%

20

Nilai Efisiensi = 50% + x 50
Nilai Efisiensi = 50% + 23,2%
Nilai Efisiensi = 73,2%

Jadi nilai efisiensi pada sasaran | adalah 73,2%
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Tabel 19. Kondisi Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir

Selatan

Jumlah ideal SDM | Saat ini kondisi | Masih di butuhkan Mengisi
yang sesuai | SDM Badan sekitar 17 orang yang kekurangan
dengan anjab 36 | Kesbangpol mempunyai kelas jabatan yang ada
ASN jumlah 19 jabatan serta dengan

personil dengan | persyaratan jabatan mengangkat

latar belakang yang sesuai tenaga teknis yang

pendidikan yg kompeten agar

bervariasi pelaksanaan

pekerjaan dapat
berjalan

Sumber dana | Saat ini sumber | Masih membutuhkan Mengajukan
yang dapat | dana belum sumber dana/anggaran | permintaan dana
menuntaskan dapat mencukupi | yang dapat mendukung | aspirasi dari
semua untuk kebutuhan | tujuan dan sasaran dari | anggota dewan
permasalahan operasional Badan Kesbangpol baik kabupaten dan
dan memfasilitasi | Badan propinsi serta
konflik, monitoring | Kesbangpol berkoordinasi
dan terutama dengan Kantor
pemberdayaan operasional untuk Imigrasi Klas |
ormas serta | penanganan Padang
pematauan konflik yang
terhadap warga | terjadi,
negara asing. monitoring ormas

dan pemantauan

terhadap warga

negara asing

yang ada di

Pesisir Selatan
Tercukupinya Sarana dan Masih membutuhkan Mengajukan/usulan
sarana dan prasarana yang | baik alat (komputer, pengadaan alat
prasarana kerja | ada saat printer), kendaraan pendukung
untuk mendukung | sekarang belum | dinas untuk meninjau operasional kantor
operasional baik | mampu situasi konflik sampai ke
di kantor maupun | mendukung pelosok kecamatan dan
di lapangan terlaksananya pemantauan terhadap

kegiatan baik di | warga negara asing

Laporan Kinerja Tahun 2024



gE Bodan Kesatuan Bangsa dawn Politik
Uil ~abupaten Pesisiv Selatan

kantor maupun
lapangan

yang ada di Pesisir
Selatan

7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai
melalui pencapaian program dan di dukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024
melalui output dari kegiatan tersebut. Adapun capaian program dan kegiatan yang
tercantum dalam rencana aksi sasaran strategis | tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Program dan Kegiatan Sasaran Strategis Tahun 2024

No Sasaran Indikator Program dan | Indikator Program | Target | Realisasi
Strategis Kinerja Kegiatan
1. | Terwujudnya Nilai  AKIP | Program Persentase 100% 100%
Pemerintahan | Perangkat | Penunjang ketercapaian
Yang Daerah Urusan penunjang urusan
Akuntabel dan Pemerintahan pemerintah daerah
Berkinerja Daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah
Sasaran strategis (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah dengan
indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah target 100.
1. Membandingkan anatara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis |I

No. Indikator Kinerja Satuan | TARGET | REALISASI % CAPAIAN
Nilai Kematangan Inovasi Tanpa
& Peragkat Daerah Satuan b s o
Rata- Rata Capaian (%) 89

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Tahun 2024

Sasaran strategis (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah dengan
indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah target 100 dan terealisasi 89
pada aplikasi IGA maka tingkat capaian 89%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja

ini termasuk kategori kinerja “sangat inovatif’. Inovasi Elektronik Rekomendasi
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Penelitian (e-Rekomplit) yang merupakan inovasi lanjutan dari Badan Kesatuan Bangsa
dan Politk. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah merupakan tingkat
kematangan inovasi yang menunjukan seberapa efektifnya upaya inovasi tersebut pada
suatu perangkat daerah. e-Rekomplit ini merupakan suatu wadah yang dilaksanakan oleh
Badan Kesbangpol untuk mempermudah serta mempersingkat pembuatan Surat
Keterangan Penelitian Penelitian Mahasiswa melalui pengisian sendiri (Self Services)
pada google form yang telah disediakan, agar dapat menentukan tindakan apa yang harus

dilakukan. Beberapa dokumentasi dari Inovasi e-Rekomplit berikut ini :

& orive Q TebsuiciOre E2 o6 @

+ B « > Surat Rekomendasi lzin.. > SuratPengantardarile.. + 2 vE B0 e
Qs [
'@ oresye Pemili Khir 4 Ukuran file [}
VOB Ko
B MG20231018140936 - Adhaa Azzhara.pdf &% .
3, D d o

8 8 8 8 8 8 8 8 a8

ampus - Auka Rahman Anzaripdf 2 2 6MNow 2023 auliarshmananz... 200 KB

Gambar 11. Google Drive e-Rekomplit

€ C % indeksinovasibskein kemendagrigoididashhoardfinowasi-daersh Q%

—  Dashboard Indeks Inovasi Daerah

Dashbaard 5
Inisiator
Silafian Pl
=
=
=
Dalabiase hovasi Wakty U]
Dasrah Nems & Tahapan Urusan Pemerintahan Coba Inovesi Waktu Penerapan §  Estimasi Skor &
# Pemda Nama Inovasi & Inovasi” Nama hnisiator Utama Daerah” Inovasi Darah” Kematangan Aksi
1 Kaupalen eRekompll (Elektronk  Penerapen  Badan Kesfuan  Penelitian dan 140712023 26102023 89.00 o8B
@ Pesisir Selelen  Rekomendasi Bangsa den Pengembangen
Paneitian) Poutik
Lomba Inovasi
Daerzh
2 Kebpalen SMANTAPPESSEL  Panerapan ketenteraman, kefertban 08042022 16082022 [k aanb
Pesisir Selatan umum, 4an pelindungan

Masyrakal

Indeks Inovasi Daerah 2024
Sistem ini digunakan unluk meagumpulkan seluruh Inovasi Daerah baik ity bidang Digial maupun Non Digita yang kemudian akan dikuen pengukuran dan
penlaien torhadap mesing-masing inovasi yang dikiimkan ks Kemendagri

B pigenes
Gambar 12. Nilai kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
aplikasi IGA
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2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 22 dibawah ini :

Tabel 22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Satrategis || Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Target Realisasi Capaian (%)

Sasaran Strategis | Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya Nilai Kematanaan - 100 100 100 - 87 89 *89 - 87 89 *89
Kualitas Inovasi ; 9

Inovasi PD
Daerah

*) Penilaian Inovasi Tahun 2023 pada aplikasi Innovative Government Award (IGA)
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Secara grafik perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2024
disajikan pada grafik 7 di bawah ini :

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021s/d
2024

120
100
80
60
40

20

2021 2022 2023 2024

W Target Realisasi
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Dari tabel dan grafik 7 di atas, di tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
merupakan masa peralihan dari bagian pada Sekretariat Daerah menjadi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik sehingga untuk inovasi masih belum ada dan belum terlaksana.
Pelaksanaan inovasi mulai terlaksana di tahun 2022 dengan nama inovasinya adalah
Sistem Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Pesisir Selatan (SIMANTAP
PESSEL) dengan nilai tingkat kematangan inovasi 87 dengan predikat “sangat inovatif”.
Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 adalah Elektronik Rekomendasi
Penelitian (e-Rekomplit), nilai kematangan inovasi untuk tahun ini adalah 2023 adalah 89
dengan predikat “sangat inovatif”. Untuk Nilai kematangan Inovasi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada tabel 20 realisasi dan capaiannya masih merujuk pada
kematangan inovasi tahun 2023 karena proses penginputan dan penilaian kematangan
inovasi pada aplikasi Innovative Government Award (IGA) akan dibuka pada bulan juli
2025.

Penambahan 2 point nilai kematangan inovasi dari tahun sebelumnya tidak
memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Kenaikan tersebut berasal dari eviden inovasi
Badan Kesbangpol yang telah di replika oleh Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi

Dalam penetapan target pada Renstra dan Perjanjian Kinerja, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik beserta Tim Bapadalitbang menyepakati target yang akan dicapai oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politk dengan mempedomani Rasionalisasi RPJMD,
Renstra dan target capaian tahun sebelumnya, maka didapatkan target rasionalisasi

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti tabel 23 di bawah ini:
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Tabel 23. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Il dengan Target
dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Kinerja Keterangan
: Tahun 2024 Tahun 2024
pada Renstra
1. Sasaran Il : Nilai Kematangan Inovasi 89 100
Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah
Inovasi Daerah

*) Penilaian LKj Tahun 2023
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Untuk sasaran Il dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat
Daerah dengan tingkat kematangan yang diperoleh 89 dari yang targetkan di tahun 2024
sebesar 100 tidak dapat tercapai, karena ada beberapa bahan yang diupload pada aplikasi
IGA masih belum lengkap.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 membuat pedoman
pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan
Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024. Berikut skor dan kategori indeks inovasi
daerah tahun 2024:

Tabel 24. Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024

Kategori Rentang Skor
Sangat Inovatif 60,01 - 100,00
Inovatif 35,00 - 60,00
Kurang Inovatif 0,01 -34,99
Tidak Dapat Dinilai 0

Sumber: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan range tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai
kematangan inovasi daerah 89 masuk pada range sangat inovatif. Berdasarkan hasil
kajian rasionalisasi target IKU RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan target Indeks Inovasi
Daerah (IID) tahun 2024 adalah 59,26 dengan kategori “Inovatif’, sedangkan untuk [ID
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah 89 dengan kategori “Sangat
Inovatif”,

56
Laporan Kinerja Tahun 2024



gEi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan
Nasional
Untuk Nilai Kematangan Inovasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dibandingkan dengan Badan/ Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik yang ada di Sumatera Barat, hal ini dikarenakan nilai kematangan
inovasi bukan menjadi indikator kinerja pada Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten/Kota lainnya.
5. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi
yang Telah dilakukan
Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat
pada tabel 25 di bawah ini:

Tabel 25. Analisis Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis |l

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi %
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. | Meningkatnya Nilai Kematangan Tanpa 100 89 89
Kualitas Inovasi Inovasi Perangkat Satuan
Daerah Daerah

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat pada indikator kinerja
Nilai Kematangan Inovasi hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih
kurang lengkap dalam mengupload eviden/data yang diminta pada aplikasi IGA. Untuk
capaian kinerja sudah masuk kategori sangat inovatif (89) walaupun gagal dalam
pencapaian terget (100). Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah
mematangkan proses perencanaan dalam proses penyusunan inovasi pada tahapan pra
dan pelaksanaan proses inovasi sampai dengan pengaplikasian dan pengentrian pada

aplikasi Innovative Government Award.
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6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, Badan Kesatua Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 1 Program dengan 1 kegiatan. Anggaran
untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024 sebesar Rp2.000.0000,- Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
belum efektif mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah. Rincian anggaran
dan realisasi anggaran pendukung sasaran |l dapat dilihat pada tabel 26 berikut:

Tabel 26. Anggaran dan Realisasi Anggran Program Pendukung Sasaran Stategis |I

No

Sasaran

Indikator
Kinerja

Target
Tahun
2024

Realisasi

Capaian
(%)

Program

Anggaran
(Rp)

Realisasi
Anggaran
(Rp)

Capaian (%)

2

3

4

6

7

8

9

10

Meningkatnya
Kualitas
Inovasi
Daerah

Nilai
Kematangan
Inovasi PD

100

89

89

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

2.000.000

2.000.000

100,00

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Dari jumlah anggaran sebesar Rp2.000.000,- terealisasi sebesar Rp2.000.000,-
atau 100%.

Tingkat efisiensi sasaran Il Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan
Berkinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 214/PMK.02/2017
sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi = (PAx CK) — RA x100%
(PA x CK)
Tingkat Efisiensi = (2.000.0000 x 89%) — 2.000.000 £100%
(2.000.0000 x 89%)
, .. —220.000
Tingkat Efisiensi = mxlOO%

Tingkat Efisiensi = —12,36%
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tingkat efisiensi

Nilai Efisiensi = 50% + 20 x 50
g e —12,36%
Nilai Efisiensi = 50% + T 50

Nilai Efisiensi = 50% — 0,62% x 50
Nilai Efisiensi = 50% — 31%
Nilai Efisiensi = 19%
Jadi nilai efisiensi pada sasaran Il adalah 19%
7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai
melalui pencapaian program dan di dukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024
melalui output dari kegiatan tersebut. Adapun capaian program dan kegiatan yang
tercantum dalam rencana aksi sasaran strategis Il tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 27. Capaian Program dan Kegiatan Sasaran Strategis || Tahun 2024

No Sasaran Indikator Program dan | Indikator Program | Target | Realisasi
Strategis Kinerja Kegiatan
1. | Meningkatnya | Nilai Program Persentase 100% 100%
Kualitas Kematangan | Penunjang ketercapaian
Inovasi Daerah | Inovasi Urusan penunjang urusan
Perangkat Pemerintahan pemerintah daerah
Daerah Daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Walupun target kinerja program tercapai 100% namun untuk Indikator kinerja Nilai
Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100 dan realisasi kinerja
89, maka persentase capaian kinerja 89%. Belum tercapaianya target kinerja disebabkan

karena masih kurangnya data yang diupload pada aplikasi IGA.
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Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan anatara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat
padata tabel 28 berikut ini:

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi KinerjaTahun 2024 Sasaran Strategis Il

No. Indikator Kinerja Satuan | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN
1. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik Persen 100 100 100
1. 2.Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Politik e 0 9 [
Rata-rata Capaian (%) 121,25

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan Tahun 2024

Dari tabel 28 di atas dapat di lihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 3
sebesar 121,25%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja
‘sangat baik”.

Jumlah konflik yang ditangani dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat
dilihat pada grafik 8 di bawah ini:

itangani dari Tahun 2021 -
2024

5 Konflik

10 Konflik

12 Konflik

8 Konflik 4

2021 2022 2023 2024

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
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Dalam pencapaian indikator ini dimana telah terlaksananya penyaluran hibah
keuangan untuk 13 (tiga belas) partai politik. Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai
politik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya anggota partai politik.
Salah satu faktor pendukung tingginya realisasi pada sasaran ini adalah adanya
peningkatan jumlah ormas yang mendaftar sesuai dengan regulasi dari tahun 2021 - 2024,
dapat dilihat dari grafik 9 di bawah ini:

Ormas yang Mendaftar
asi dari Tahun 2021 - 2024

41 Ormas
58 Ormas

63 Ormas 40

69 Ormas

2021 2022 2023 2024

Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ill Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun

Terakhir
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Strategis Kinerja 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
(1)Cakupan
Pencegahan _ : 0 0 . . . -
. atau tangkal dini 80% 100% 100 100 125 100
Meningkatnya il
Partisipasi (2)Cakupan
Masyarakat Dalam Peningkatan
Pembangunan | o jidikan
oan Menjag | wawasan . . 30% | 40% : : 40 57 : : 133 1425
Ingkungan - kebangsaan dan
Secara Mandiri pendidikan
politik

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Dari tabel 29 di atas dapat dilihat bahwa untuk kedua indikator tidak bisa membandingan dengan tahun 2021 dan 2022. Untuk indikator
kinerja (1) cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, karena pada tahun 2021 dan
2022 perubahan satuan terhadap perjanjian kinerja di tahun 2023 yang sebelumnya jumlah konflik yang terfasilitasi dengan satuan rekomendasi
menjadi cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan satuan persen. Realisasi indikator kinerja 1 stabil dengan angka realisasi 100%
hal ini dikarenakan konflik terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memfasilitasi sehingga konflik dapat

ditangkal dini sbelum pecahnya konflik tersebut.
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Sedangkan untuk indikator kinerja (2) persentase pemilu aman, jujur dan adil
berubah menjadi cakupan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik
sehingga terjadi perubahan formulasi, maka di tahun 2021 dan 2022 tidak bisa di
bandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Peningkatan target kinerja tahun 2023 ke tahun
2024 disebabkan untuk ASN dan siswa sekolah diwajibkan untuk mengikuti upacara hari
besar nasional dan untuk pendidikan politik meningkat disebabkan pendidikan politik yang
dilakukan oleh partai politik melalui dana hibah tersebut mengalami peningkatan peserta
pendidikan politk dari tahun 2023 ke 2024. Rekapitulasi Pendidikan Politik yang
dilaksanakan oleh Partai Politik Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat
dilihat pada gafik 10 di bawah ini:

Pendidikan Partai Politik Tahun 2024

Partai Amanat Nasional m
Partai Golkar
Partai Gerindra ks
Demokrat m
Partai NasDem m
Partai PDIP-P
Partai Persatuan Pembangunan E
Partai Kebangkitan Bangsa E
Partai Hanura I
Partai Bulan Bintang E
Partai Berkarya E
I

Partai Perindo

Sumber: Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah bantuan keuangan partai politik tahun 2024 diberikan kepada 13 partai
politik sampai dengan bulan Agustus 2024, karena pelantikan Anggota DPRD terpilih
dilantik pada tanggal 29 Agustus 2024. Jumlah bantuan keuangan Partai Politik sampai
dengan Agustus 2024 dapat dilihat pada grafik 11 di bawah ini:
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Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Januari s/d Aguatus Tahun
2024

Partai Persatuan Pembangunan
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Bulan Bintang

Sumber: Data Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Setelah Anggota DPRD terpilih dilantik pada tanggal 29 Agustus 2024, maka
pemberian jumlah bantuan keuangan Partai Politik untuk bulan September sampai dengan
Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut (Grafik 12):

Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik September s/d Desember
Tahun 2024

Partai Keadilan Sejahtera
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Bulan Bintang
Partai Perindo

Sumber: Data Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditengah masyarakat maka perlu

dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral
64

Laporan Kinerja Tahun 2024



i Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Wi/ Kabupaten Pesisir Selatan

politik serta kedewasaan prilaku demokrasi. Selain itu penguatan peran partai politik dan
organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ill dengan
Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi
Sasaran Indikator Kinerja Kinerja Tahun | Target Kinerja | Keterangan
2024
Sasaran Il : 1.Cakupan Pencegahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat atau tangkal dini konflik 100 100
dalam pembangunan dan menjaga
lingkungan secara mandiri 2. Cakupan 57 % 40
Peningkatanpendidikan
wawasan kebangsaan
dan pendidikan politik

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakata Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Realisasi kinerja pada sasaran Il dengan 2 (dua) indikator (1) Cakupan
pencegahan atau tangkal dini konflik dengan target 80 % dan realisasi 100 % hal ini
merujuk pada konflik yang terjadi selama tahun 2024 sebanyak 8 konflik dapat difasilitasi
dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politk (2) Cakupan peningkatan
pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik dengan target Renstra 30%
terealisasi sebesar 57%, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politikk melakukan
koordinasi dengan 13 partai politik untuk periode 2019-2024 yang pembayarannya untuk
8 (delapan) bulan, dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2024. Total pembayaran
bulan Januari sampai dengan Agustus 2024 adalah Rp690.901.901,-. Untuk periode 2024-
2029 yang pembayarannya di tahun 2024 ini hanya 4 (empat) bulan, dari bulan September
sampai dengan Desember 2024. Total pembayaran bulan September sampai dengan
Desember 2024 adalah Rp367.178.761,-. Penerima dana hibah bantuan keuangan

diperuntukkan untuk melakukan pendidikan politik bagi kader partai dan masyakat.
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Indikator ini tidak termasuk dalam rasionalisasi target IKU RPJMD 2021-2026
Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang
terbentuk tahun 2021 yang sebelumnya merupakan bagian dari Sekretariat Daerah
sehingga tidak masuk dalam IKU RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD

tersusun sebelum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbentuk.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara nasional urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk memelihara
dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara
kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk
mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui berbagai program dan
kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap
munculnya kerawanan konflik sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan
masyarakat. Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga
kewaspadaan dini perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat
Pesisir Selatan khususnya.

Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja atau hasil suatu wilayah
dengan wilayah lain. Benchmarking dapat dilakukan antar provinsi atau antar wilayah yang
lebih dari satu. Di bawah ini adalah tabel perbandingan sasaran Il indikator 1 “Cakupan
Pencegahan atau tangkal dini konflik Kabupaten Pesisir Selatan” dengan beberapa

wilayah lain:
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Tabel 31. Benchmarking Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik
Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupeten/Kota Lain

No. Kabupaten/ Kota Jumlah Konflik
1. | Kota Padang 9
2. | Kota Pariaman 2
3. | Kota Sawahlunto 1
4. | Kota Padang Panjang )
5. | Kota Solok 2
6. | Kota Bukittinggi 2
7. | Kota Payakumbuh 1
8. | Kabupaten Padang Pariaman 2
9. | Kabupaten Pesisir Selatan 8
10. | Kabupaten Solok 4
11. | Kabupaten Solok Selatan 4
12. | Kabupaten Tanah Datar 6
13. | Kabupaten Limapuluh Kota 2
14. | Kabupaten Pasaman 1
15. | Kabupaten Pasaman Barat 3

Sumber: LKj Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Untuk sasaran Il indikator 2 “Cakupan Peningkatan pendidikan wawasan
kebangsaan dan pendidikan politik Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan” jika dibandingkan dengan target nasional, sampai saat ini belum ada penetapan
target Peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik baik tingkat
nasional ataupun regional, sehingga indikator kinerja 2 ini tidak dapat dibandingkan

dengan tingkat nasional/regional atau daerah lain.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi
yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan pada indikator kinerja sasaran Ill dapat dilihat pada Tabel 32

dibawah ini :
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Tabel 32. Analisis Keberhasilan Kinerja Sasaran Strategis |l

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran Il ;
Meningkatnya Partisipasi | (1) Cakupan

Pencegahan atau Persentase 100 100 100

Masyarakat Dalam | 7. al Dini Konfik

Pembangunan dan

Menjaga Lingkungan

Secara Mandiri @) Qakupan -
peningkatan pendidikan | po oo niace 40 57 1425
Wawasan Kebangsaan '

dan Pendidikan Politik

Rata - rata capaian (%) 108.09

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan Bidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Berdasarkan tabel diatas, tingginya realisasi dari target dengan indikator kinerja
sebagai berikut:
a. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik
Untuk indikator kinerja “Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik” digunakan

perhitungan sebagai berikut:

potensi Konflik
yang terdeteksi, terbahas
dan tertangani dalan rakor
kewaspadaan dini mayarakat (KDM)

ZKonflik yang dilaporkan

X

x100%

CakupanPencegahan atau Tangkal Dini Konflik =

Cakupan P han atau Tangkal Dini Konflik = cc 01k 1 009
a upan encega an atau ang a 1In1 Konltlik = 8K0nfllkx 0

Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik = 100%

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik

Untuk sasaran Il indikator 1 kategori predikat capaian kinerjanya adalah sangat
baik. Klasifikasi penilaian indikator 1 ini malalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penangan Konflik merujuk pada klasifikasi penilaian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 33. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No Klasifikasi Penilaian Predikat
1 85% - 100% Sangat Baik
2 69% - 84% Baik
3 53% - 68% Cukup
4 <53% Gagal

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Target kinerja Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik terealisasi sebesar

100% dengan target kinerja 100%, maka capaian kinerjanya adalah 100% sehingga
predikat penilaian kinerjanya “Sangat Baik”. Cakupan pencegahan atau Tangkal Dini
Konflik di dukung oleh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh
kepekaan dan kesiapsiagaan karena benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial,
agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Mencermati perkembangan situasi dan
kondisi secara paten global secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi
situasi dan kondisi didaerah khususnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Potensi konflik
yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain konflik agraria dan SDA,
sosial ekonomi dan budaya. Berdasarkan hasil laporan dari Bidang Kewaspadaan dan
Penanganan Konflik Sosial Jumlah konflik yang ditangani selama tahun 2024 sebanyak

8 konflik yang telah difasilitasi.

Tingginya jumlah konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Adanya ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan (ekonomi, politik, sosial, agama,

etnis dan ideologi) yang mengakibatkan perseteruan atau benturan antar masyarakat.

2) Sulitnya memetakan potensi konflik secara rinci pada masing-masing kecamatan
karena kondisi masyarakat yang dinamis.

3) Rasa ketidak adilan yang dinilai berat sebelah.
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4) Pergeseran tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat.

9) Keterbatasan dan minimnya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang berkaitan
dengan pendeteksian dan pencegahan dini.

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi konflik yang telah difasilitasi oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024:

1) Aksi Demonstrasi Masyarakat Duku Terkait Ketidakpuasan atas Bantuan Bencana

4 4 = ﬂ/‘e—»—l'j—'/w

Gambar 13. Aksi Demonstrasi Masyarakat Duku Terkait Ketidakpuasan atas Bantuan Bencana
Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
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2) Aksi Masyarakat Kapuh yang Melakukan Demo di Kantor Wali Nagari

Gambar 14. Fasilitasi Penanganan Aksi Masyarakat Kapuh yang Melakukan Demo di
Kantor Wali Nagari

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

3) Aksi demonstrasi Masyarakat Kapuh terkait ketidaksenangan Masyarakat terhadap
Wali Nagari

Gambar 15. Aksi demonstrasi Masyarakat Kapuh terkait ketidaksenangan Masyarakat
terhadap Wali Nagari

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
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4) Berjangkitnya penyakit diare di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

Gambar 16. Berjangkitnya penyakit diare di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir
Selatan

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

9) Aksi Damai PT. Tiga Padusi Nusantara

Gambar 17. Aksi Damai PT. Tiga Padusi Nusantara

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
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6) Konflik Beras Plastik

Gambar 18. Konfirmasi terhadap beredarnya Beras Plastik di Kecamatan Koto XI Tarusan
Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

7) Konflik Wali Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiak

Gambar 19. Konflik Wali Nagari Sungal Nyalo \% Koto Mud|ak

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
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8) Sangketa Pulau Pamutusan Kecamatan Koto XI Tarusan

OPPO F7

OPPOEZ| .,
g— P

-

Gambar 20. Sangketa Pulau Pamutusan Kecamatan Koto XI Tarusan
Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

b. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

Untuk indikator kinerja “Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

dan Pendidikan Politik” digunakan perhitungan sebagai berikut:

Kelompok masyarakat
yang mendapatkan
pendidikan wawasan kebangsaan
dan pendidikan politik

YKelompok masyarakat
sasaran pendidikan
wawasan kebangsaan
dan pendidikan politik

z

x100%

Cakupan Peningkatan PendidikanWawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik =

1109 Orang

. e 1 G o
Cakupan Peningkatan PendidikanWawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik 1950 Orana Orang x100%

Cakupan Peningkatan PendidikanWawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik = 57%
Sumber: Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan

Agama

Untuk sasaran Il indikator 2 kategori predikat capaian kinerjanya adalah sangat
baik. Klasifikasi penilaian indikator 1 ini malalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penangan Konflik merujuk pada klasifikasi penilaian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 34. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No Klasifikasi Penilaian Predikat
1 85% - 100% Sangat Baik
2 69% - 84% Baik
3 53% - 68% Cukup
4 <53% Gagal

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Target kinerja Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan

Pendidikan Politik terealisasi sebesar 57% dengan target kinerja 40%, maka capaian
kinerjanya adalah 142,5% sehingga predikat penilaian kinerjanya “Sangat Baik”.
Cakupan peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan politik
dukung oleh Program Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan
Peran Partai Politk dana Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan. Dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi Sosial dan Budaya.
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan cakupan pendidikan
Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik adalah:
1) Pendidikan
Dalam sistem pendidikan, kita belajar tentang sejarah bangsa, nilai-nilai budaya,
dan pentingnya persatuan. Di sekolah, kita diajarkan untuk menghargai keragaman dan
pluralitas yang ada dalam masyarakat kita.
2) Sejarah Bangsa
Sejarah adalah cermin dari identitas bangsa. Melalui pemahaman yang mendalam
tentang sejarah bangsa kita, kita dapat mengenali akar-akar perjuangan dan pencapaian
yang telah membentuk kita menjadi apa yang kita adalah saat ini. Sejarah bangsa adalah
kisah tentang perjuangan, penderitaan, dan kebangkitan yang telah membentuk karakter

bangsa kita
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3) Budaya dan Identitas

Kebudayaan adalah salah satu elemen yang paling kuat dalam membentuk
Wawasan Kebangsaan. Budaya mencakup bahasa, adat istiadat, seni, dan nilai-nilai yang
kita warisi dari generasi sebelumnya. Memahami dan merayakan budaya kita adalah cara
untuk menghargai kekayaan warisan yang kita miliki sebagai bangsa.
4) Peran Pemerintah

Pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk Wawasan Kebangsaan
melalui kebijakan dan program-program pendidikan. Pemerintah juga memiliki tanggung
jawab untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang positif dan mendukung kerja
sama antar warga negara. Kebijakan yang bijaksana dan pemimpin yang visioner dapat
memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat, menciptakan kebanggaan nasional, dan
mendorong persatuan

Dokumentasi beberapa Hari Besar Nasional dan kegiatan Wawasan Kebangsaan
lainnya yang telah diakomodir oleh Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024:

a) Upacara Hari Besar Nasional

Gambar 21. Upacara Hari Besar Nasional
Sumber: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

76

Laporan Kinerja Tahun 2024



| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan

b) Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih

Gambar 22. Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putlh
Sumber: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

c) Pembentukan Paskibraka

SHRBELTRRARARARARRARALRARS

R |

Gambar 23 Pembentukan Pasklbraka
Sumber: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
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Bebarapa dokumentasi (Gambar 24) kegiatan pada Bidang Politik Dalam Negeri
dan Ormas serta pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik tahun 2024:
a. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Politik

Gerindra

Hanura
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Partai Golongan Karya (Golkar)

Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

B

) Colamal Dalang

5/ (ANTOR DEWAN PIMPINAN CABANG
SAATAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(ABUPATEN PESISIR SELATAN

e

Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
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Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sumber :; Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Partai Bulan Bintang (PBB)

-

1

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI BULAN = NTANG
KABUPATENIPES'

Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
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Partai Perindo (Perindo)

(n

' 1009 bl Mae P o

P

/|

Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

b. Ormas yang Terdaftar, Sesuai dengan Regulasi dan Kegiatan Ormas Lainnya

- |

Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
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Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Laporan Kinerja Tahun 2024
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Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, Badan Kesatua Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 1 Program dengan 1 kegiatan. Anggaran
untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024 sebesar Rp2.000.0000,- Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
belum efektif mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah. Rincian anggaran

dan realisasi anggaran pendukung sasaran Ill dapat dilihat pada tabel 35 berikut:
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Tabel 35. Anggaran dan Realisasi Anggran Program Pendukung Sasaran Strategis |l

No

Sasaran

Indikator
Kinerja

Target
Tahun
2024

Realisasi

Capaian
(%)

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi
Anggaran (Rp)

Capaian
(%)

2

3

4

6

7

8

9

10

Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangunan
dan Menjaga
Lingkungan
Secara
Mandiri

Cakupan
Pencegahan
atau
Tangkal Dini
Konflik

100 %

100%

100

Program
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan
Peningkatan
Kualitas dan
Fasilitasi
Penanganan
Konflik Sosial

82.000.726

74.587.950

90,96

Cakupan
Peningkatan
Pendidikan
Wawasan
Kebangsaan
dan
Pendidikan
Politik

40%

57%

142,5

Program
Penguatan
Ideologi
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan

705.000.000

695.034.155

98,59

Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
dan Budaya

Program
Peningkatan
Peran Partai
Politik dan
Lembaga
Pendidikan
Melalui
Pendidikan
Politik dan
Pengembangan
Etika serta
Budaya Politik

50.764.343.746

50.764.343.746

100,00

Program
Pemberdayaan
dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dari jumlah anggaran sebesar Rp51.551.344.472,- terealisasi sebesar
Rp51.533.965.851,- atau 99,97%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran |l|
terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp17.378.621,- (0,03%).

Tingkat efisiensi sasaran |l Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan
Berkinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 214/PMK.02/2017

sebagai berikut:
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, o ~ (PAxCK)—RA
Tingkat Efisiensi = P x100%
] ~ (51.551.344.472 x 121,25%) — 51.533.965.851
Tingkat Efisiensi = x100%

(51.551.344.472 x 121,25%)
ikt Efisionsi — 10972039321
ingkat Efisienst = o5 56005172 ~ 1007

Tingkat Efisiensi = 17,55%

o tingkat efisiensi
Nilai Efisiensi = 50% + >0 x 50
17,55%

20
Nilai Efisiensi = 50% + 43,88%

Nilai Efisiensi = 93,88%

Nilai Efisiensi = 50% + x 50

Jadi nilai efisiensi pada sasaran Il adalah 93,88%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Perjanjian Kinerja
Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai
melalui pencapaian program dan di dukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024
melalui output dari kegiatan tersebut. Adapun capaian program dan kegiatan yang

tercantum dalam rencana aksi sasaran strategis |l tahun 2024 sebagai berikut:
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Tabel 36. Capaian Program dan Kegiatan Sasaran Strategis Ill Tahun 2024

No Sasaran Indikator Program dan Indikator Target | Realisasi
Strategis Kinerja Kegiatan Program
1. | Meningkatnya | Cakupan Program Persentase konflik | 100% 100%
Partisipasi pencegahan | peningkatan yang ditangani
Masyarakat atau tangkal | kewaspadaan
dalam dini konflik | nasional  dan
pembangunan peningkatan
dan menjaga kualitas dan
lingkungan Fasilitasi
secara mandiri Penanganan
Konflik Sosial
Cakupan 1.Program 1.Jumlah 500 5664
peningkatan | Penguatan Masyarakat yang | Orang Orang
pendidikan | Ideologi meningkat
wawasan Pancasila dan | wawasan
kebangsaan | Karakter kebangsaannya
dan Kebangsaan
pendidikan
politik 2.Program 2.Persentase hasil | 85% 0%
Pembinaan dan | pembinaan  dan
Pengembangan | pengembangan
Ketahanan ketahanan
Ekonomi , Sosial | ekonomi,  sosial
dan Budaya dan budaya
3.Program 3.Persentase
peningkatan pemahaman politik | 100% 100%
peran partai | di kalangan
politik dan | masyarakat/
lembaga melalui | aparatur ~ daerah
pendidikan serta terciptanya
politik dan | stabilitas  politik
pengembangan | pemerintahan yang
etika serta | kondusif di daerah
budaya politik
4. Program 4.Orams yang 73 69 Ormas
pemberdayaan | Melaksanakan Ormas
dan Aktivitas  Sesuai
pengawasan Regulasi
Organisasi
Kemasyarakatan
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan
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Program yang berhasil menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja
adalah:

b. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial.

Keberhasilan program ini karena meningkatanya koordinasi lintas stakeholders
dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat baik dalam rangka
mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pasca konflik.

c. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga melalui pendidikan politik dan
pengembangan etika serta budaya politik.

Keberhasilan Program peningkatan peran partai politk dan lembaga melalui
pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik didukung dengan
kegiatan adanya Hibah Keuangan kepada Partai Politik, Hibah KPU, Bawaslu, TNI dan
POLRI.

Program yang belum berhasil/gagal menunjang keberhasilan pencapaian
perjanjian kinerja adalah:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya

Belum berhasilnya program ini menunjang keberhasilan perjanjian kinerja
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Kabupaten Pesisir Selatan belum membentuk tim dan forum-forum strategis daerah
di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan
sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri sehingga output yang diharapkan dari
keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal.

2) Tahun 2024 anggran untuk program ini Rp0,-, sehingga kegiatan pengawasan dan
pencegahan PEKAT (Penyakit Masyarakat) tidak dapat terlaksana.

b. Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program pemberdayaan dan pengawasan Ormas ini belum mencapai target 73
Ormas yang terdata sesuai dengan regulasi. Sampai dengan akhir Desember 2024 ini
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Ormas yang tercatat sesuai dengan regulasi ada sebanyak 69 Ormas. Belum tercapainya

target ini dikarenakan:

1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas belum dilaksanakan secara optimal, hal ini
dikarenakan komunikasi belum efektif, sumberdaya dalam penanganan organisasi
kemasyarakatan belum memadai.

2) Belum optimalnya hibauan serta pemebritahuan terhadap Ormas yang ada di daerah
untuk melakukan pencatatan Ormas sesuai dengan regulasi.

3) Kurangnya keinginan Ormas di daerah untuk melakukan pencatatan pendaftaran
Ormasnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.4 Realisasi Keuangan

Anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan
Kesbangpol untuk tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang
pencapain 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 tercantum pada tabel 37 di bawah ini:

Tabel 37. Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2024
TAHUN 2024
No. SASARAN STRATEGIS ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(Rp.) (Rp.) (%)
(1) (2) ©) (4) (5)
1. Terwujudnya Pemerintahan
Yang Akuntabel dan 3658041709 | 3.347.099.428 9150
Berkinerja
2. Meningkatnya Kualitas
Inovasi Daerah 2.000.000 2.000.000 100
3. | Meningkatnya  Partisipasi
Masyarakat galam | o4 551344472 | 51,533.965.851 99.97
pembangunan dan menjaga
lingkungan secara mandiri
TOTAL 55.211.386.181 54.883.065.279 99.41

Plafon anggaran yang disediakan pada tahun 2024 sebesar Rp54.712.626.209,-
kemudian pada perubahan anggaran penambahan sebesar Rp55.106.626.563,- yang

penggunaannya untuk Tahun 2024. Penambahan anggaran Badan Kesatuan bangsa dan
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Politik diperuntukkan untuk kegiatan Pembentukan Paskibraka sebesar Rp80.000.000,-
dan Hibah Partai Politik untuk periode 2024-2029 untuk pembayaran 4 (empat) bulan
September sampai dengan Desember tahun 2024 sebesar Rp21.727.810,-.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024 merupakan tahun ke 4 (empat) dari Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 — 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama
dan partisipasi semua pihak dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-
target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil
laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan :
1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran mempunyai capaian
indikator kinerja mencapai lebih dari 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator
kinerja dengan nilai tertinggi adalah 121,25% yaitu “Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri”. Untuk nilai terendah dari
3 sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 89% yaitu sasaran “Meningkatnya
kualitas inovasi daerah”.
2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) indikator
kinerja berhasil mencapai dan melampaui target dan 1 (satu) indikator yang tidak
mencapai target. Persentase indikator kinerja yang berhasil sama atau melebihi target
kinerja adalah 75% dan yang belum berhasil memenuhui target kinerja adalah 25%.
Indikator kinerja yang berhasil targetnya berhasil dicapai adalah a. Nilai AKIP Perangkat
Daerah dengan persentase capaian kinerja adalah 100,86%; b. Cakupan Pencegahan
atau Tangkal Dini Konflik dengan persentase capaian kinerja adalah 100%; c. Cakupan
Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik dengan

persentase capaian kinerja adalah 142,5%. Indikator kinerja yang targetnya belum berhasil
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adalah a. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja
89%. Belum tercapaianya target kinerja disebabkan karena masih kurangnya data yang
diupload pada aplikasi IGA.
3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran

Plafon anggaran Badan Kesbangpol tahun 2024 teralisasi sebesar
Rp54.883.065.279,- atau sebesar 99,41% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar
Rp55.211.386.181,-. Dari tiga sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran
strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan

Menjaga Lingkungan Secara Mandiri” yaitu 96,52%.

4.2 Saran
Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi

anggaran maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan komitmen antar bidang di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan manajeman berbasis kinerja,
khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian

kinerja.

2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan dana
melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga

tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai.

3. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang
yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak pihak

terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

4.  Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan
pengembangan IT dan e-Goverment
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Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan tahun berikutnya serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
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Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULYANDRI, S.T., M.M.
Jabatan : Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024
BUPATI-PESISIR SELATAN, Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
P AT POEITIK KABUPETEN PESISIR

)8 200701 1002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(N (2) @3 @
1. md““ Pemerinishan yang Aluniabel den Nilal AKIP Perangkat Daerah A(81.2)
da
2. |Meningkatnya Kualltas Inovasl Daerah Nilal Kematangan Inovasi PD 100
Cakupan Pencegahan atau Tangkal 100%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Dini Konflik
3. |Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Cakupan Peningkatan Pendidikan
Mandiri Wawasan Kebangsaan dan 40%
Pendidikan Politik
Program Anggaran Keterangan
1. Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupatenola  Rp 3.263.000.773 APBD
Program Penguatan Ideologl Pancasia dan Karakter
2 Kebangsaan Rp 625.000.000 APBD
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
2. Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politk dan ~ Rp 50.742.615.936 APBD
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
4.  Peningkalan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konfik Rp 82.000.500 APBD

Sosial
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GESTROJONI, 5.Pd., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjuitnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja wvang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yvang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2024
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1 2 3) 4
f  ||Teomadinabemennilia yaig antabotisan Nilai AKIP Perangkat Daerah A(812)
Berkinerja
2. |Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Nilai Kematangan Inovasi PD 100
Cakupan Pencegahan atau Tangkal 100%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Dini Konflik
3. |Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Cakupan Peningkatan Pendidikan
Mandiri Wawasan Kebangsaan dan 40%
Pendidikan Politik
Program Anggaran Keterangan
1. Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Rp 3.660.041.709 APBDP
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Ro 705.000.000 APBDP

Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
3. Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Rp 50.764.343.746 APBDP
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
4. Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Rp 82.000.726 APBDP
Sosial
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Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN PESISTR SELATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Rohana Kudos -PAINAN

EEPUTUSAN

KEPAT A BADAN EESATUAN BANGSA DAN POLITIE

EABUPATEN PESISIE. SELATAN
NOMOER : 200/ 08 /BEPol-P5/2023

TENTANG

INDIEATOE ETNERTA UTAMA PADA
BADAN EESATUAN BANGSA DAN POLITIE EABUPATEN PESISIE SELATAN

TAHUN 2021 — 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIE

Menimbang

Mengingat

I

EABUPATEN PESISIE. SELATAN,

bahwa dalam rangka membernkan informasi kinerja dan ulkuran
kinerja keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan
Kesatman Bangsa dan Politik 2021 — 2026, perlu ditetapkan
indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
vang spesifik. relevan dan terulosr;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Megara Perdayagunaan Aparatur MNegera dan Reformasi
Birokrasi MNomor PER/ M PAN/S2007 tentang Pedoman
U Penetapan Indikator Kinerja Utama (TEU) Instansi
Pemenintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan buomaf b perln menetapkan Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatnan Bangsa dan Politik Eabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021- 2026, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatnan
Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Linglngan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun
1956 MNomer 25), Jis Undang-Undang Dt MNomor 21 Tabun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Momor 77) Jo Undang-Undang MNomor 58 Tabun 1958
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1958 MNomer 108,
Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomeor 1643));
Undang Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran MNegara Fepublik Indonesia
Momor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Talmun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang MNeomeor 23 Talbun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indenesia Nomer 5589);

Undang-Undang MNemor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemernintahan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2014 Nomeor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 5601), sebagaimana telah divbah dengan
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Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik: Indonesi Tahun 2020 Neomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomer 6573);

Peraturan Pemernintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Eenangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahapan
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 26 Talun 2006
dan Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia MNomor
4614);

Pml;l:lran Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016 tentang Peranglat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2016
MNomer 114, Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
MNomer 5888), sebagaimana telah divbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Talmn 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahmn 2019
MNemoer 187 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomer 6402;

Peraturan Presiden Nomwor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri WNegara Pendayagunaan Aparamr Negera
Nomer PERAMPAN/A007 tentang Pedoman Umum
penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 8
Talmn 2016 tentang Pembentuldkan dan Susunan Perangkat
Daerah, sebagaimana telah dmbah dengan Peraturan Daerah
Eabupaten Pesisir Selatan MNomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomeor & Tahun 2016
Tentang Pembentulan dan Susunan Peranglat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(FPIMD) Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomer 104 tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026:
Peraturan Bupati Pesisit Selatan Nomor 178 Talmn 2021
tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Perencamaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan.
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MEMUTUSEAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN EEPALA BADAN TENTANG INDIKATOR. KINERJA
UTAMA BADAN EESATUAN BANGSA DAN POLITIE
KABUPATEN PESISIR. SELATAN TAHUN 2021-2026.

EESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Eabupaten Pesisir Selatan sebagaimana
tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

EEDUA :  Indikator Kinerja Utama Badan sebagaimana dimaksud dilum EEDUA
merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Kesatman
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan nntuk menetapkan:

1. Bencana Kerja Badan Eesatnan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan;

2. Penetapan Kinerja Badan Eesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan;

3. Laporan Almntabilitasi Kinerja Pemernintah pada Badan Kesaman
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan:

5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan
Eegiatan Lingkup Badan Kesaman Bangsa dan Poliik Eabupaten
Pesisir Selatan;

EETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama memipakan tolak ukur dalam penilaian
kinerja Badan Perencamaan Daerah, Peneliian dan Pengembangan
Eabupaten Pesisir Selatan.

EEEMPAT : EKeputnsan Eepala Badan ind mnlad berlalm pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi  : Painan
Pada Tanggal : 23 Janmari 2023

o TV
NIP. 19670901193602 1 001
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPATLA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 900/ 08 /BKPol-PS/2023

Nomor
Tanggal
Tentang

: 23 Januari 2023

: Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 — 2026

PEJABAT : ESSELON II

INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
NO | SASARAN STRATEGIS SASARAN SATUAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nilai Reformasi
Terwujudnya Pemerintahan | Birokrasi Perangkat | Tanpa Satuan N/A N/A 65 (B) 65 (B) 65 (B) 65 (B)
1. | yang Akuntabel dan Daerah
Berkinerja Nilai AKIP
Perangkat Daerah Tanpa Satwan | pp (71 8) | BB (72) A (81) A (81.2) A (81.5) A (82)
2. | Meningkamya Kualitas | Nilai Kematangan | Tappa Saman | N/A 100 100 100 100 100
Inovasi Daerah Inovasi PD
Cakupan o
pencegahan atau %o 80 30 80 80 100 100
Meningkatnya Partisipasi | tangkal dini konflik
Masyarakat dalam Cakupan
3. Pembangunan dan Peningkatan
Menjaga Lingkungan Pendidikan % N/A N/A 30 30 35 35
Secara Mandiri wawasan
kebangsaan dan
Pendidikan Politik
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PEJABAT : ESSELON III

INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
NO. | SASARAN STRATEGIS SASARAN SATUAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatnya Nilai .
Evaluasi Sakip Badan géi::i?;;;fgzga
L. Tanpa Satuan BB (71.8 BB (72 A (81 A(81.2 A(8LS5 A(82
Kesbangpol evaluasi SAKIP p (71.8) (72) (81) (81.2) (81.5) (82)
Badan Kesbangpol
Meningkatnya Pelayanan | Tingkat Kepuasan Sangat
2. | Umum dan Kepegawaian | Terhadap Layanan | Tanpa Satuan | Memuaskan | Memuaskan | Memuaskan Puags Sangat Puas | Sangat Puas
Badan Kesbangpol Kepegawaian
. : Jumlah Inovasi Per :
3. | Meningkatnya Inovasi Bidang (1) Inovasi N/A 1 3 3 3 3
Meningkatkan Peran Persentase
Forum Strategis Daerah Rekomendasi
4. & Penanganan % 80 80 80 80 100 100
dalam Pencegahan dan :
Penanganan Konflik K.O.nﬂ]k yang
© ditindak Lanjuti
Jumlah
Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan
tentang Ideologi Pendidikan
5. | Pancasila, Wawasan Ideologi Pancasila, Kali N/A 2 2 3 4 5
Kebangsaan dan Karakter | Wawasan
Bangsa Kebangsaan dan
Karakter Bangsa
Menurunnya Penyakit Persentase
6. Masyarakat Penurunan Kasus % N/A 3 2 2 1 1
Penyalahgunaan
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Narkoba
Persentase )
Penurunan Kasus % N/A N/A 3 2 1 1
Kenakalan Remaja
Persentase
Meningkatnya Peran Aspirasi
Lembaga Politik/Ormas Masyarakat yang o/
7| untuk Kesejahteraan diterima dari 7 NA N/A 53 60 60 65
Masyarakat Perwakilan Partai
Politik
KINERJA OPERASIONAL
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
NO. | SASARAN STRATEGIS INSK;%%R SATUAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Jumlah Dokumen
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan 3 (Renstra, 3 (Renstra, 3 (Renstra, | 3 (Renstra, | 3 (Renstra, 3 (Renstra,
1 Perangkat Daerah tepat Anggaran Dokumen RKA RKA RKA RKA RKA RKA
' waktu Perangkat Daerah Perubahan, | Perubahan, | Perubahan, | Perubahan, | Perubahan, Perubahan,
yang disusun RKA) RKA) RKA) RKA) RKA) RKA)
Tepat Waktu
Meningkatnya Kualitas Jumlah Dokumen
2. | Data Kinerja Badan Data Sektoral yang Dokumen N/A 3 3 4 4 5
kesbangpol dikelola
Persentase
3, | Memngkatnya Layanan | Dokumen % 100 100 100 100 100 100
" | Kepegawaian Kepegawaian
Tepat Waktu
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Persentase
Meningkatnya Kualitas Layanan Surat o 100 100 100 100 100 100
Layanan Surat Menyurat | Menyurat Sesuai
SOP
Meningkatnya SDM Jumlah Pelat_ﬂ:_lan Kali N/A N/A 1 1 1 |
Kesbangpol Kantor Sendiri
Informasi Keamanan,
Ketentraman dan Jumiah Data Konflik 5 10 10 10 10 10
Ketertiban Masyarakat
Jumlah
Meningkatnya Masyarakat ﬁasyarak_at yang
A : engikuti
yang Menglkutl Ideologi Penyelenggaraan
Pancasila, Wawasan S : Orang N/A 500 500 500 500 500
Ideologi Pancasila,
Kebangsaan dan Karakter W
Bangsa awasan
= Kebangsaan dan
Karakter Bangsa
Jumlah
Penyelengaraan Kali N/A 1 2 2 3 3
Menjngkatkan Fasilitasi Pencegahan Pekat
Pencegahan dan
Pengawasan PEKAT Jumlah
Penyelengaraan Kali N/A 1 1 1 1 1
Pengawasan Pekat
Persentase
. : Lembaga Politik
Meningkatkan EfekUfitas | . 1 /61mas) % 80 80 80 80 85 85
Kelembagaan Demokrasi :
= yang sesuai
dengan Regulasi
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II Penjelasan Indikator Kmerja Thama (IELT} Badan Eesaman Bangsa dan Poliik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 — 2026

Agar selumb stakeholder Badan Kesatman Bangsa dan Pelink memihka presepsi
vang sama terthadap IKUJ Badan Eesatuan Banpsa dan Polink FEabupaten Pesiso
Selatam Tahun 2021-2026, malka setiap mdikator akan dijelaskan terkcant defimas
operasional, formmula perhitungan, sumber data dan perangkat dasrah penanggung
jamraky pelal.sana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetaplam
Penjelasan masmg-masing KU Badan Kesatnan Bangsa dan Polifik talnm 2021-2026
adalah sebagai berikont:

1. Mila1 Reformasi Birokrasi Pem:ugl.at Draerah

Level dalam Resntra Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definizsi Oprasional :  HNilax Reformasi Birokrasi Perangkat Diasrah
memxpakan mlail yang dikelnarkan oleh Tim
Asesor Intermal Pemerintah Daerah dengam
melalukan  penilalan  secara  mandin
berdasarkan  ketemuan vang  berakm
berdasarkan  pada pememihan milai
pengmumgkit 60%: dan hasil 40%. MNila ini
setiap tabunnya dibenkan oleh Inspelctorat
Daerah sebagal Assesor sebagaiman tertuang
dalam Permenpan RE no 26 tahun 2020

Fornmala : Hasil penilaian Reformaszi Birekrasi cleh
Inspektorat Daerah

Sumber Data :  Laporam hasil penilaian Reformasi Birokrasi

Penangeung jawab : Badan Eesaman Bangsa dan Politik

2. Milai AKTP Perangkat Diaerah

Level dalam Resntra : Indikator Kinerja Ttama Sasaran

Definisi Oprasional : HNilan AKIF mergpakan hasil penilaian

terthadap Alnmtabilitas EKinerja yvang dmalai
dari 4 komponen yaitu Perencanaan Einerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dam
Evaluasi Aluntabilitas Kinerja Internal.

Fornmala :  Hasil penilaian Inspektorat Daerah

Sumber Data :  Laporam hasil evalnasi AKTP dan Inspektorat
Daerah

Penangeung jawab : Badan Eesaman Bangsa dan Politik

3. Milai Kematangan Inovasi P

Level dalam Resntra :  Indikator Kinerja Ttama Sasaran

Definisi Oprasional : HNilal kematangan inovasi margpakan mnilai

ambang batas mimimal dan sebuah inovasi
yang dihasilkan olsh peranglkat daerah wnituok
di entrikan dalam aplikasi IGA Eemendagn.

Formmala . Hazil pemilaian saat pengentrian kriteria
mevasl pada aplikasi IGA

Sumber Data : Aplkasi pengenimian kmiteria novasi dan
Eemendagn

Penangeung jawab : Badan Eesaman Bangsa dan Politik

4. Cakupan Pencegahan atan Tangkal Dimi Eenfhike

Level dalam Resnira Indikator Kinerja Ttama Sasaran

Definisi Oprasional : Calupan pencegahan atan tangkal dimi

konflik adalah seranpgkaian kemiatan vang
dilaluksn secara =sistematiz dam terencana
dalam simasi dan peristiwa baik sebeluom
pada saat, maupun sesudah terjasi kondlikc
vang — mencakup peucee;ahan Joomidflak,
penghentian konflik, dan pemulihan pasca
konflilc.
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Formmala : ¥ potensi konflik
yvangz terdeteksi terbahas dan
tertaneani dalamn rakor kewaspadaan 3 10094

dind mescvyarakar CEEDN)
% konflik yvang dilaporkan
Sumber Data : Bidang EKevwaspadaan Masional dlam
Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Penangpung jawab : Badan Kesatnan Bangsa dan Politik
5. Calupan Peningkatan Pendidilkcan "-‘r amasan Kebangsaan dan Pendidilean Pohtilk
Level dalam Resntra : Imdikator K:Lneqa TTtama Sasaran
Diefimisi Oprasional : Persentase Kelompok masyarakat yang

mendapatlan Pendidikan Wamasan
Eebangsaan dan Pendidikan Pelink
Formmala . * I{Elan:lpu:-k TAsyAraicat vang
m&u.da.pa.d:an Pendidilcan Warrasamn
Eebanesasn dan Pendidilcsn Politk
¥ Kelompok masyarakat Sasaran
Pendidilran Warrasan Febanzsaan
dan Pendidilcan Palitk
Sumber Data : Bidang Ideclogi dan Wavwasan Kebangsaan,
Ketahanan FElkonomm Sosial Buadava dam
Agama; Polink Dalam MNegen dam

X 1008

Organisasi Kemasyarakatan
Penangsung javwrab :  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Milai Kemponen Perencanaan pada Evraluasi SAKITF Badan Keshangpal
Level dalam Resntra Einerja Taktikal
Diefinisi Oprasional : Nilali komponen perencanaan pada evaluasi

SAKIP Badan Kesbangpol memmpakan nilai
komponen perencanaan vang terdapat pada

IHEILEK].
Foromala : NMilai komponen perencanaan pada LHE LE]
Sumber Data :  Impektorat Daerah
Penangeumg jawab : Badan Fesatuan Bangsa dan Politik
7. Tmgkat Fepaasan Terhadap Laﬂ.-aum.l Eepegavmrain
Level dalam Resntra Einerja Taktikal
Diefinisi Oprasional :  Tinglkat kepuasan terthadap laryamam

kepegavwam memupakan level kepuasan
terthadap layanan kepegawalan pada Badam

Kesbangpol

Foromala : Tingkat perhitomgan rata-rata kepuasan
terthadap layanan kepegavwaian

Sumber Data :  Bagaian Umum Eepegawatan

Penangsung jawab : Badan Kesaman Bangsa dan Polik

8. Jumlah Inwvasi Per Bidamg (1)

Level dalam Resntra :  Kinerja Taktikal

Diefinisi Oprasional : Bamyakmya imowvasi wyang dihaszilkan oleh
bidang

Fornmala : Jumlah movasi

Sumber Data :  Bidang pada Badan Eesbangpol

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Poliak

9. Persentase Relkomendasi Peuam!anan Fonflik yang diindak Lanjut

Level dalam Resntra :  Kinerja Takftikal

Defimsi Oprasional : Persentase konflik wvang difasilitasi oleh
Badan Kesbangpol

Formmala : Jumilah Konflik vang difasilitas: < 100%

Jumlah Kenlfik

Sumber Data : Bidang EKevwaspadaan Masional dam

Penanganan Konflik
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Penanggung jawab : Badan Kesaman Banpgsa dan Politikc

10. Jumlah Penyelenggarasn Pendidikan Ideclogi Pancasila, Wawasan Kebangsaan

damn Karakter Bangsa
Level dalam Resnira : Kinerja Taknkal
Deefinisi Oprasional : Banyalmya Penyelenggaraan Pendidikan
Ideclogi Pancasila, Wavasan EKebangsaam
damn EKarakter Bangsa
Fornmala : Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan
Ideclogi Pancasila, Wavrasan Kebangzaan
damn Karakter Bangsa yang dilaksanakan oleh
Badan Fesbangpol dan partai politik
Sumber Data : Bidang  EKewaspadasn  Nasional dam
Penanganan Konflilk
Penanggung jawab . Badan Kesatman Bangsa dan Politik
11. Persentase Penumiman Kasus Penyalahgumaan Markoba
Level dalam Besntra :  Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional : Mempakan Persentase Penunman Easus
Penyalahgimaan Markoba
. Furnlizh Easns ralabpmasn MNarkoba
Fornmula ’ { Talum Bﬂ]m {Furnlah Kasus
Perrralahmanaam Markebe Tahum Lali) X 100%%
{Jumlah Kasus Penyalahmunmaan
Markoba Tahan Lala)
Sumber ata :  Polres Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Badan Eezaman Bangsa dan Politik
12, Persentase Penumiman Kasus Kenalkalan Remaja
Level dalam Resnira : Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional : Memipakan Persentase Penunman Easus
Kenakalan Remaja
Formmala - {Iﬂmﬁ;{ﬂm&aﬁm ja Tahum
Beenaja Tabmum Laln) X 100%
[Tandah Fasus Kef::]:;'.m Femaja Tahun
Sumber Diata : Satuan Polisi Pamong Praja
Penanggung jawab :  Badan Fesatnan Bangsa dan Politik
13. Persentase Aspirasi L'Ias}'ara]-:at yang diterimia dari Perwakilan Partai Politik
Level dalamn Besntra Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional : Memupakan Aspirasi  Masyarakat vyang
diterima dari Perwakilan Partai Politik
) Furnlah Aspirzsi vens dilaksanaion .
Foammla ’ Ilmlahﬁspmsaj::.:mmumms}a:m X 100%
Sumber Data : Selowan dan Bappedalitbamg
Penanggung jawab :  Badan Fesatnan Bangsa dan Politik

14, Jumlah Dolomen Perencanaan dan Anggaran Peranglkat Daerah yang disusom
Tepat Wakiu

Level dalam Fesnira :  Kinerja Operasional

Definisi Oprasional : Mempakan wakitu yang hamis ditepati saat
menyampalkan laporan terkait

Fornmala : Wakm teraklur penryampaian laporan sesuai

taan damn instansi terkait

Sumber Diata : Sub Bagian Program Anggaran  dan
Keuangan

Penanggung jawab : Badan Kesaman Bangsa dan Politikc

15, Jumlah Dolomen Diata Selktoral }'EJJ.E’ dikelola

Level dalam Resnira Kinerja Operasional

Definisi Oprasional :  Banyalmya Dolkumen Data Sektoral yang
dikelola
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Formmala
Sumber Data

Penangpung jawab

Jumlah Dolbonen Data  Sektoral yang
dikelola

Bidang di Badan Eesatoan Bangsa dan
Politik

Badan Eesatuan Bangsa dan Politik

16. Persentase Dolumen K-Epfgﬂmmﬂn Tepat Wakin

Level dalam Fesntra
Definisi Oprasional

Formmla

Sumber Data
Penanggung jawab

Kinerja Operasional
Memupakan — dokumen segala  benfuk
kegiatan yang berkaitan dengamn

Kepee:awma.u yang disusun Tepat Wakiu

Tumlah Eezaluruban X 100%
BEAT Al

Sub Bidang Unmom dan Kepegawalan
Badan Kesatnan Bangsa dan Polik:

17. Persentase Layanan Surat "-.-Ieuj,mal: Sesuai SOP

Level dalam Resntra
Definisi Oprasional

Formmala
Sumber Data
Penanggung jawab

158. Jummlah Pelatihan Fantor SEJ:u:l:n
Level dalam Fesntra
Diefinizi Oprasional

Formmala
Sumber Diata
Penangpung jawab

19, Jumlah Diata Fonflik
Level dalam Besntra
Diefinizi Oprasional

Formmla
Sumber Drata

Penangpung jawab

Kinerja Operasional

Mempakan acunan penerapam langkah-
langkah alur surat masuk baik internal
maupun eksternal secara tertih dan terator
dalam layvanan Surat menyuorat

Tupalah Layaman Surat Memyurat X 100%
Sub Bidang Unmom dan Kepegavwalan
Badan Eesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Operasional

Pelanhan kanter sendin dilabolam ke
peningkatan kapasitas sdm pegawai Badan
Kesbanzgpol.

Jumlah Pelatihan Kantor Semdiry

Sub  Bagian Program Anggaran dan
Kenangan

Badan Eesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Operasional

Metupalan kegiatan pendataam
pengumpulan data konflik vamg ada di
Pesisir Selatan

Tumlah Diata Konflik

Bidang  EKewaspadasn  Nasional dam
Peuam!anau Fonflik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

20, Jumlah Masyarakat yang Menmbooti Penyelenggaraan Ideclogi Pancasila,
Warmrasan Kebangsaan dan Karakter Bangs,a

Level dalam Resntra
Definisi Oprasional

Formmala

Sumber Drata

Penangpung jawab

Kinerja Operasional

Mempakan Masyarakat wvang Mengikut
Penyelenggaraan Ideclogi Pancasila,
Warwasan Febangsaan dan Karakter Bangsa
Jumlah  Masyarakat  yang "‘-.-Ieug:ll::uu
Penyelenggaraan [d=olog Pancasila,
Wamrasan Eebangsaan dan Karakter Bangsa
Sub Bidang I-:Ie-::ln::g1 Wamrasan beanman
dan Karakter Bangsa

Badan Fesatuan Bangsa dan Politik

21. Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pelat

Level dalam Fesntra
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Defims Oprasional : Mempakan kegiatan vang dilakubkan umtuk
pencegahan Pekat

Formmla . Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat

sumber Data : Sub Bidang Ketahanan Ekonomu Sosial
Buadaya dan Agama

Penanggung jawab . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Jomlah Penyelenggaraan Pengm-:asau Pekat

LE". el dalam Resntra Einerja Operasional

Defims Oprasional : Mempakan kegiatan vang dilakubkan umtuk
pengawasan Pelat

Formmla : Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat

sumber Data : Sub Bidang Ketahanan Ekonomu Sosial
Buadaya dan Agama

Penanggung jawab . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

23, Persentase Lembaga Pohtk fPartaﬁGrmas} yang Sesual dengan Regulasi

Level dalam Eesnira Einerja Operasional

Defims Oprasional : Memupakan Partay/Ormas yang terdaftar
Eemenkumham dan sesual dengan standar
ymhgmﬁam i Orma

Formmla ; | Iemj;ﬁaﬂ:'f-*.ﬂﬂ” S
Fumlah Parta dam Ommas yemg ada i pesisic

Selatan

Sumber Diata : Sub Bidang Polik Dalam Negen dan
Orgamsasi Kemasyarakatan

Penangpung jawab . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

EEPALA BADAN EESATUAN BANGSA
DAN POLITIE

1 [ ]_
"~.IP 1967001198602 1 001
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""""" B Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesistr Selatan

Lamplran 3 Penghargaan

l‘t SISIR SELATAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

SERTIFIKAT

NOMOR : 03/PZEPD/BAPEDALITBANG/2024

DIBERIKAN KEPADA :
BADAN KESATUAN BANI’SSA DAN PDLIT IK

Ter‘balk ITT
Atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Painan, 17 Mel 2024
Bupati Pesisir Selatan

a. Tanggal/Tahun : 17 Mei 2024
b. Lokasi : Painan

c. Diberikan Oleh : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
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